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- KATA PENGANTAR

Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalsel Tahun 2021-2026 mempunyai arti strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kinerja SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2021-
2026. Rencana Strategis ( Renstra ) terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan DPMD
Provinsi Kalsel, Isu — Isu Strategis, Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Dinas PMD,
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sa;aran dan Pendanaan
Indikatif serta Arah Kebijakan RPJMD dan Indikator Kinerja Dinas PMD Prov Kalsel.

Kami menyadari bahwa dalam upaya penyusunan Rencana Strategis ini masih
banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat
membangun sangat kami harapkan dalam upaya perbaikan system perencanaan kedepannya.

Atas bantuan dan partisipasi semua pihak dalam pembuatan Rencana Strategis Tahun
021-2026 ini kami ucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

mbina Utama Muda
NP 19701205 199903 1 008
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan baik yang menjadi
kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Badan
sebagai bagian dari perangkat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan seperti halnya setiap instansi pemerintah lainnya
memerlukan pedoman agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang
dikehendaki. Rencana Strategis (Renstra) menjadi dokumen panduan yang memuat visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis yang akan dijalankan lima tahun kedepan untuk kemudian akan
dijabarkan lebih lanjut pada Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya.

Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan menjadi titik fokus
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan sehingga
Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mengakomodasi upaya-upaya terkait pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan. Pemilihan visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis yang tepat menjadi kunci dalam pencapaian target instansi.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Selatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk
menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 — 2026, serta adanya perubahan SOTK Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. SOTK baru Dinas PMD sebagai bagian dari penataan
dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi
pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing,
sehingga organisasi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Untuk itu, dalam
rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki, maka disusunlah Revisi
Renstra Dinas PMD sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagai berikut.
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenali



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17
Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 — 3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Kilasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur
Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2005 — 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



29.

30.

31.

32.

33.

1.3

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
98);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s/d 2026;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 040 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi
dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan

Maksud dan Tujuan
Rencana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan

Selatan merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai

Visi,

misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan

memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi.

1.

Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Selatan adalah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dan
pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang
dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya
masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyasarakat agar terwujud keberhasilan
kolaboratif secara sinergisitas.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi
Kalimantan Selatan sebagai berikut:

a. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Selatan.

b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan

fungsi untuk mencapai visi dan misi.



c. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan

keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan)

dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB Il

BAB IlI

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian,
kerangka pikir dan sistematika penulisan

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Memuat tentang uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber
daya, Kinerja pelayanan dan tantangan peluang pengembangan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Telaahan
terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian dan Kab/Kota,

Rencana Tata Ruang Wilayah dan menentukan isu — isu strategis

TUJUAN DAN SASARAN
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat strategi dan kebijakan jangka menengah yang akan diambil Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Selatan

PENUTUP



BAB Il

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

2.1.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

e oo o

-

= o

perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;

pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat;

pelaksanaan kebijakan pembangunan desa;

pembinaan, pengawasan dan peengendalian unit pelaksanan teknis daerah;

pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

-

=

merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan desa;

mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat
dan lembaga kemasyarakatan;

mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi
masyarakat;

mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan desa;
membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis daerah;

membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.



2.1.1.1 Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas mengkoordinasikan,

membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan

aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian. Sekretariat dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program
dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan
kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

penyusunan program, koordinasi, pembinaa dan pengendalian penyusunan anggaran
dan pengelolaan keuangan;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

penyusunan  program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-
menyurat dan rumah tangga;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi,
tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan
administrasi kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a.

menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan
program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan
pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan
anggaran dan pengelolaan keuangan;

mengendalikan pengelolaan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
menyusun program, mengoordinasikan, membina dan  mengendalikan
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

menyusun program, mengoordinasikan, membina dan  mengendalikan
pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat;

menyusun program, mengoordinasikan, membina dan  mengendalikan
pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.



Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;

menyiapkan bahan dan melaksanaan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan Kinerja penyusunan program; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran
pendapatan dan belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyiapkan bahan dan memproses dokumen perencanaan anggaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana
Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;

menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;

menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan Kinerja dan pertanggungjawaban
keuangan;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;



menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta
tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat,

ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan,

organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

2.1.1.2

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat- menyurat,
ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan
keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat,
ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan
keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan
arsip;

menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, serta mengendalikan
ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan
keprotokolan;

menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominative dan daftar urut kepangkatan
pegawai;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;

menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;

menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;

menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas

mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi dan

kerja sama desa, pengelolaan keuangan dan aset desa serta penataan dan evaluasi

perkembangan desa.



Bidang Bina Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian
administrasi pemerintahan desa;

Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerja sama
pemerintahan desa;

Penyusunan program, koordinasi, pem binaan, pengaturan dan pengendalian
pengelolaan keuangan desa;

Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian
pengelolaan aset desa;

Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penataan
desa; dan

Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi

perkembangan desa.

Bidang Bina Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a.
b.

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
administrasi pemerintahan desa;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerja
sama pemerintahan desa;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pengelolaan keuangan desa;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pengelolaan aset desa;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
penataan desa;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
evaluasi perkembangan desa; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1.

Seksi Penataan dan Administrasi Desa

Seksi Penataan dan Administrasi Desa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan administrasi dan pengembangan kerja
sama pemerintahan desa. Seksi Penataan dan Administrasi Desa dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;
Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyelenggaraan
penataan dan administrasi desa;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan penataan dan
administrasi desa;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan penataan desa;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi pemilihan kepala desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan desa;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi pengembangan sarana dan prasarana administrasi pemerintahan desa;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi penataan desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi penataan desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembentukan badan
permusyawaratan desa dan badan musyawarah desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan dan
peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa dan badan musyawarah
desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan Kriteria
penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan
instansi terkait dalam bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi
penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbingan teknis,
konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan bimbingan teknis,
konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;
dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.



2.

Seksi Keuangan dan Aset Desa

Seksi Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,

konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset

desa. Seksi Keuangan dan Aset Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset desa;
Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data keuangan dan aset
desa;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan
serta penatausahaan keuangan desa;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan
aset desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi serta
supervisi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi penatausahaan keuangan desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi penyusunan laporan realisasi anggaran desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi inventarisasi dan identifikasi aset-aset desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,asilitasi dan
supervisi penatausahaan aset-aset desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,asilitasi dan
supervisi penyusunan laporan pertanggungjawabanpemanfaatan aset-aset desa;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dankriteria
pengelolaan keuangan dan aset desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuankerja/unit kerja dan
instansi terkait dalam bimbingan teknis, konsultasi,asilitasi dan supervisi pengelolaan
keuangan dan aset desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbinganeknis,
konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;

Menyiapkan bahan dan menyusun laporan Kinerja kegiatan bimbinganeknis,
konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan keuangan dan asetdesa; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.



3. Seksi Kerja Sama dan Evaluasi Perkembangan Desa

Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana tugas melaksanakan

bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penataan desa dan evaluasi

perkembangan desa. Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa dalam

melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi kerja sama dan evaluasi perkembangan desa;

Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kerja sama, potensi,
serta perkembangan desa;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi potensi
desa;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kerja sama desa;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi perkembangan desa;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi serta
supervisi inventarisasi dan identifikasi potensi desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi penyusunan profil dan pemetaan potensi desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi pengembangan, pemanfaatan dan pemberdayaan potensi desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi terkait kerja sama desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi evaluasi perkembangan desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi penyusunan laporan perkembangan kerja sama desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan
dan evaluasi perkembangan desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi
terkait dalam bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi kerja sama dan
evaluasi perkembangan desa dan status desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbingan teknis,
konsultasi, fasilitasi dan supervisi kerja sama dan evaluasi perkembangan desa;
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan bimbingan teknis,
konsultasi, fasilitasi dan supervisi kerja sama dan evaluasi perkembangan desa; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.



2.1.1.3 Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar
Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar mempunyai tugas
mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan
kelembagaan masyarakat dan sosial dasar. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian
pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian
pengembangan dan peningkatan sosial masyarakat;
c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian
pengembangan dan peningkatan pelayanan sosial dasar; dan
d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian
pengembangan dan aktualisasi budaya masyarakat.
Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kelembagaan masyarakat dan
sosial dasar;
b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pengembangan dan peningkatan sosial masyarakat;
d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pengembangan dan peningkatan pelayanan sosial dasar;
e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
aktualisasi dan pengembangan budaya masyarakat; dan

f.  Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan dan
memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan
peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
b. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi, mengolah,

menganalisis dan menyajikan data lembaga kemasyarakatan;



Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;

. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana

pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;

. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan Kriteria

pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan
instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan
peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;

Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan

memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan

peningkatan kapasitas masyarakat. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan
kapasitas masyarakat;

Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kapasitas masyarakat;
Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan

kapasitas masyarakat;

. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kapasitas

masyarakat;

Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana
pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan serta peningkatan

pengetahuan masyarakat;

. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan serta peningkatan

keterampilan masyarakat;



Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengembangan ekonomi
keluarga;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengembangan
kewirausahaan masyarakat;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan
dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;

. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan

supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan
kapasitas masyarakat;

.Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan Kkriteria

pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan
instansi terkait dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;

. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan

peningkatan kapasitas masyarakat;

. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan Kinerja pengembangan dan peningkatan

kapasitas masyarakat;

. Menyiapkan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam

upaya peningkatan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

Seksi Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat

Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan

memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi peningkatan dan

pemberdayaan layanan sosial dasar serta aktualisasi dan pemberdayaan nilai-nilai budaya

masyarakat. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a.

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan peningkatan dan
pemberdayaan layanan sosial dasar serta pemberdayaan nilai-nilai budaya masyarakat;
Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data layanan sosial dasar dan
nilai-nilai budaya masyarakat;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan dan pemberdayaan

layanan sosial dasar;

. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan

nilai-nilai budaya masyarakat;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi layanan sosial

dasar masyarakat;



f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi nilai-nilai
budaya masyarakat;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan
layanan pendidikan masyarakat;

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan
layanan kesehatan masyarakat;

I. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan
layanan kesejahteraan sosial masyarakat;

J. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi aktualisasi nilai-nilai adat dan budaya
masyarakat;

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan
pemberdayaan adat dan budaya masyarakat;

I. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan
pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat;

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan
dalam peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;

0. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan dan pemberdayaan
layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;

p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan Kriteria
peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan
instansi terkait dalam kegiatan peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan
budaya masyarakat;

r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan peningkatan dan
pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;

s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja peningkatan dan pemberdayaan
layanan sosial dasar dan budaya masyarakat; dan

t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.1.4 Bidang Pengembangan Ekonomi Desa

Bidang Pengembangan Ekonomi Desa mempunyai tugas mengoordinasikan,
membina dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa serta
pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Bidang Pengembangan Ekonomi Desa dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan

dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;



b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan

usaha ekonomi masyarakat;

Bidang Pengembangan Ekonomi Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat;

b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan

pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;

c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan

pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangaannya.

Bidang Pengembangan Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa mempunyai tugas

melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi

pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa. Seksi Pengembangan dan

Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian

tugas sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan
lembaga ekonomi desa;

Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data lembaga ekonomi desa;
Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan
lembaga ekonomi desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi lembaga ekonomi
desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan
pemberdayaan lembaga ekonomi desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan
lembaga ekonomi desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan Kriteria
pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan
instansi terkait dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi
desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan

pemberdayaan lembaga ekonomi desa;



k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan Kinerja kegiatan pengembangan dan
pemberdayaan lembaga ekonomi desa; dan

I. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan

memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pemberdayaan usaha

ekonomi masyarakat. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam

melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat;

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data terkait usaha ekonomi
masyarakat;

c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pemberdayaan
usaha ekonomi masyarakat;

e. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan serta menyusun rencana
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan Kriteria
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan
instansi terkait dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

J. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat;

K. Menyusun laporan Kinerja pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; dan

I. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.1.5 Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas mengoordinasikan,

membina dan mengendalikan pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan. Bidang

Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian

pengembangan inovasi desa;



b.

Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian

pembangunan sarana prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan.

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.
b.

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan perdesaan;
Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pengembangan inovasi desa;

Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan sanitasi kawasan
perdesaan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Seksi Pengembangan Inovasi Desa

Seksi Pengembangan Inovasi Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan

bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi dalam pengembangan inovasi desa.

Seksi Pengembangan Inovasi Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa
dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam

Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa
dalam pelaksanaan mitigasi bencana

Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa
dalam pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan

Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data inovasi desa
Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi
sumber daya alam perdesaan

Menyiapkan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi
kerawanan bencana dan mitigasi bencana perdesaan

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi, fasilitasi pengkajian
dan penerapan serta pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan
Melaksanakan pendampingan dalam pengembangan kelompok masyarakat,
kelembagaan lokal desa berbasis IPTEKIN dalam mewujudkan difusi inovasi
masyarakat perdesaan

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan inovasi desa dalam
pemanfaatan Sumber Daya Alam

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan inovasi desa dalam

pelaksanaan mitigasi bencana



Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan inovasi desa dalam
pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan

Menyiapkan bahan dan menyusun bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi
pengembangan inovasi desa dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam

Menyiapkan bahan dan menyusun bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi
pengembangan inovasi desa dalam pelaksanaan mitigasi bencana

Menyiapkan bahan dan menyusun bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi
pengembangan inovasi desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan
lingkungan

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan
dalam pengembangan inovasi desa

Menyiapkan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan
inovasi desa

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan
instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa

Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi pengembangan inovasi
desa

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai tugas

melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi

pembangunan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perdesaan.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan
sarana prasarana pada kawasan perdesaan

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembangunan sanitasi
pada kawasan perdesaan

Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sanitasi pada kawasan
perdesaan

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan sarana prasarana
kawasan perdesaan

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan
prasarana kawasan perdesaan

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis sanitasi pada kawasan perdesaan
Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan

prasarana pada kawasan perdesaan



h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sanitasi pada
kawasan perdesaan

I.  Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan serta menyusun rencana
pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perdesaan

J-  Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana
prasarana pada kawasan perdesaan

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemeliharaan dan pemanfaatan sanitasi
pada kawasan perdesaan

I. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi sanitasi pada kawasan perdesaan

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan
dalam pembangunan sarana dan prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan

0. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan
instansi terkait dalam fasilitasi pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana dan
sanitasi kawasan perdesaan

p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi pembangunan dan
pemanfaatan sarana prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan

g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan laporan kinerja fasilitasi pembangunan dan
pemanfaatan sarana prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan

r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewewenangannya

2.1.1.6 Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pembentukan tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis
Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dengan Peraturan

Gubernur.

2.1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam
jenjang fungsional yang terbagi dalam  kelompok-kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin dan
dikoordinasikan oleh seoarang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang, tugas dan rincian
tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Selatan
Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan
koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh:
Sumber daya Manusia
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi
Kalimantan Selatan memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32
orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 47 orang dengan perincian sebagai
berikut :
Jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Selatan berdasarkan jenis kelamin:
- Laki-Laki : 15 orang
- Perempuan : 17 orang
Jumlah pegawai kontrak Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan adalah
sebagai berikut :
- Laki-Laki : 33 orang
- Perempuan : 14 orang

Jumlah PNS dengan formasi eselon sebagai berikut :

- Eselonll.a : 1 orang
- Eselonlll.a : 5 orang
- Eselon1V.a : 13 orang
- Jabatan Fungsional : 4 orang
- Non Eselon : 9 orang

Jumlah PNS DPMD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tingkat
pendidikan adalah sebagai berikut :

- Pasca Sarjana (S2) : 16 orang
- Sarjana (S1) : 6 orang

- D4 : 3 orang
- Sarjana Muda (D3) : 2 orang
- D. I : 1 orang
- SLTA : 4 orang

Jumlah PNS Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan diklat

penjenjangan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :



a. Struktural

- Diklat Pim 11 1 orang
- Diklat Pim I11 4 orang
- Diklat Pim IV 8 orang
- Non Diklat 15 orang
b. Fungsional
- Diklat Pranata Komputer 2 orang
- Penyetaraan Arsiparis Tingkat Terampil : 2 orang

Secara rinci jumlah pegawai pada DPMD Provinsi Kalimantan Selatan

dilihat dari eselonering dan kepangkatan / golongan adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan eselonering :

- Kepala Badan (eselon 11.a) 1 orang
- Sekretaris (eselon 111.a) 1 orang
- Kepala Bidang (eselon I11.a) 4 orang
- Kepala Sub Bagian / Sub Bidang 13 orang
- Jabatan Fungsional Arsiparis 2 orang
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer : 2o0rang
- Unsur Staf 9 orang
2. berdasarkan kepangkatan
- Golongan IV/d 0 orang
- Golongan IV/c 1 orang
- Golongan IV/b 5 orang
- Golongan IV/a 7 orang
- Golongan Ili/d 10 orang
- Golongan Ill/c 4 orang
- Golongan Il/b 2 orang
- Golongan Ill/a 0 orang
- Golongan Il/d 3 orang
- Golongan ll/c 0 orang
- Golongan I1/b 0 orang
- Golongan ll/a 0 orang
- Golongan l/c 0 orang



2.2.2 Aset Yang Dikelola
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Provinsi

Kalimantan Selatan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh pegawai DPMD Provinsi Kalsel.

2) Ruang kerja
SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memlliki kantor tersendiri
dimana sekretariat dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.

3) Perlengkapan kerja
Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula
perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain
sebagainya.

4) Peralatan Kerja
Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD , saat
ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop,

LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa.

2.3.1 Jenis Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan
pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan. Bentuk jenis layanan tersebut
adalah sebagai berikut :

a) Konsultasi/koordinasi antar petugas SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Kkegiatan pemantapan dan
pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan
usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam

berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai



b)

d)

kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan
pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten dan kota terkait perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan
kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi
masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan
lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan
masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa
dan Kelurahan;

Konsultasi/koordinasi antar masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat
data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan;

Fasilitasi antar instansi pusat terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan
monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta
keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat,
peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan
pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan
pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan
usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam
berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai
kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan

pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah Kalimantan Selatan.

2.3.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan

kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua SKPD yang diklasifikasikan

menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inilah yang

menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai

program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

No Bidang Layanan Kelompok Sasaran

1 | Sekretariat Lingkungan DPMD Prov Kalsel dan seluruh
SKPD vyang menjadi bagian perencanaan
dilingkungan DPMD Kab/Kota

2 | Bidang Bina Aparatur desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan




No Bidang Layanan Kelompok Sasaran

Pemerintahan Desa Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten / Kota

3 | Bidang Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di
Masyarakat dan Sosial desa, Pokjanal Posyandu, Operator Sistem
Dasar Informasi Posyandu, PKK, Lembaga

Adat/Budaya/Kelompok Seni Desa, Pelaku Unit
Layanan Sosial Dasar Skala Lokal Desa, Kader
Pembangunan Masyarakat (KPM), Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Tenaga
Pendamping Desa, Dinas PMD Kabupaten

4 | Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa, pelaku
Ekonomi Desa usaha di desa

5 | Bidang Pengembangan Posyantek, masyarakat penggiat Teknologi Tepat
Kawasan Perdesaan Guna, Kodim, KP-SPAMS, BUMDesma

2.3.3 Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan

OBJEK
NO URAIAN TUGAS KINERJA
PELAYANAN

1 | SEKRETARIAT

menyusun program, mengoordinasikan, membina dan | RPJM,
mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan | RENSTRA,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa RENJA, RKA

menyusun program, mengoordinasikan, membina dan | LAKIP, LPPD,
mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas | LKPJ, RFK,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyusun program, mengoordinasikan, membina dan | DPA, LRA
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan

keuangan;

mengendalikan pengelolaan aset Dinas Pemberdayaan | RKBU, RTBU,
Masyarakat dan Desa; Daftar Inventaris

Barang

Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah

tangga;

menyusun program, mengoordinasikan, membina




NO

URAIAN TUGAS

OBJEK
KINERJA
PELAYANAN

dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana dan
hubungan masyarakat

menyusun program, mengoordinasikan, membina

dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya

BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan

desa

Laporan data
aparatur
pemerintahan

desa

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan administrasi pemerintahan desa

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan kerja sama pemerintahan desa

Laporan APBDes

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pengelolaan keuangan desa

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pengelolaan aset desa

Laporan aset desa

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan penataan desa

Laporan penataan

desa

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan evaluasi perkembangan desa

Laporan evaluasi
perkembangan

desa

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya

BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN
SOSIAL DASAR

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan

kelembagaan masyarakat dan sosial dasar

Laporan Indeks
Desa Membangun
Laporan Aksi 4 —
5 Konvergensi
Stunting, Laporan

Pemanfaatan




OBJEK

NO URAIAN TUGAS KINERJA
PELAYANAN

Electronic-
Human
Development
Workers (E-
HDW)

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur | Dokumen

dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan | aktivitas LPM,

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Sistem Informasi
Posyandu

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur | Dokumen hibah

dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan sosial | peralatan

masyarakat adat/budaya desa,
Laporan layanan
sosial dasar skala
lokal desa

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan

pelayanan sosial dasar

menyusun program,  mengoordinasikan,  membina,

mengatur dan  mengendalikan  aktualisasi ~ dan

pengembangan budaya masyarakat

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya

4 | BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI

MASYARAKAT

menyusun bahan perumusan kebijakan  teknis | Laporan Badan

pengembangan ekonomi masyarakat Usaha Milik
Desa, Pasar Desa

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur | Laporan Produk

dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan usaha

ekonomi budidaya

Unggulan Desa

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan usaha

ekonomi pengolahan




NO

URAIAN TUGAS

OBJEK
KINERJA
PELAYANAN

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan usaha

ekonomi pemasaran

menyusun program, mengoordinasikan, membina,
mengatur dan mengendalikan pembangunan ekonomi

kawasan perdesaan

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pengembangan kemitraan usaha

ekonomi masyarakat

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangaannya

BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis

pengembangan kawasan perdesaan

Koordinasi
perencanaan,
pelaksanaan dan

monitoring

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan sumber

daya alam perdesaan

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan

teknologi tepat guna perdesaan

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pembangunan, pengembangan dan

pemanfaatan sarana kawasan perdesaan

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan pembangunan, pengembangan dan

pemanfatan prasarana kawasan perdesaan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangaannya




Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C 23

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 — 2020

Perkiraan Realisad Capaian Target

. |Realisasi Target| Targetdan Realisasi Kinefja Program dan
Target Kinerja Kinerja Hasil Kegiatan Tahun Lalu 2020 in:2) Target pl'l-:lgram Rengra Perangkat I?aemh =id tahun 2021
Capaian Program| dan kegiatan ferjalan)
(Renstra Program dan Renja — -
Kode Urugan / Bidang Urugan Pemerimahan Daerah Dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes / Kegiatan (Output) Peranghat Keluaran Target Renja | Realizasi Renja Peran;mt RB;IISBE Cadpalan Tinakat Caai
Daerahi Tahun | KE9R1NSD | Perangiat | Perangiat | Tingkat | paoran toh AT | e A
aerah) Tahun d th o aerah ahun | gegiatan ¢id tahun | Realisad Target
3019 0M engantahun | Daerahtahun | Daerahtahun |Realisasi (%) WA) | herialan 2040 Rensh
w03 | 2000y 2020 13 by 1] (i) - e ()
1 2 3 ) 5 B=(7/6) L] 10=15+7+9) M=(10/4
Urusan Wajib Hon Pelayanan Dasar
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pelayanan Adminisrad Perkantoran [FEEATES BT A T T 300 (] 100 % 100 % 100 (] 100 200 b 67%
perkantoran
Keqgistan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Al dan Listik ;:I: I‘iasthr:]:\an beralanny kegiatan komunkas, sumber daya 3 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 0 hulan 24 hulan E7%
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jum ah bulan berjalannya adminstrasi keusngan kI bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% I bulan 4 bulzn 67%
Keqgiatan P enyediaan Komponen Instalasi Listrik P enerangan Bangunan Kantar :Jumlah wan, bealanny Kegiatan penyiasn komponen 36 bulan 12 bulan 1z hulan 12 bulan 100% 0 hulan 24 hulan 67%
instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Kegistan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratursn P enundang-undangan pamlah bulan berjlanys kegiatan penyediaan bahan bacsan El bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 0 hulan 4 hulzn 67%
clan peraturan perundang-undangan
Keqgiatan Penvediaan Bahan Logistik Kantor ;::tl;h bulan berjalannya kegiatan pemyeciaan bahan logistik 36 bulan 12 bulan iz bulan 12 bulan 100% 0 bulan 24 bulan E7%
Hegistan Penyediaan Makanan dan Minuman ;Jnuir:Jranha:u\an befelannya egiatan penyecdiaan makanan dan 3 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 0 hulan 24 hulan 67%
Kegiatan Penyediaan Alst Tulis Kantor, Cetakan dan Pengadasn Jum ah bulan berjlannya kegistan penyedizan alat tulis kantor,
cetakan dan penggandaan El bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 0 hulan 24 bulan 7%
Kegiatan Penyediaan Jaca Kebersihan dan Keamanan Kartor Jum lah bulan berjalannya kegiatan kebershan dan keamanan
wantar 3 hulan 12 hulan 12 hulan 12 bulan 100% 0 hulan 24 hulan B7%
Keqgistan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Jum lzh bulan berjalannya kegistan koordinasi dan konsultasi
El bulan 12 bulan 12 hulan 12 bulan 100% 0 hulan 24 hulan 7%




Program Peningkatan Sarana dan Frasarana Aparatur Persemase peningkalan sarana dan prasarana aparaiur 300 L 100 % 100 L) 100 % 100 200 3 110%
Keqiatan Pengadaan Kendaraan Dinas! Gperasional f;n;;zl;akendaraan bermoto, gense dan komputer yang 3 uni 3 unit 0 unk 0 unit % unil 3 unit 100%
Kegiatan Pemeliarsan RulinBetkals Gedung Kartor ig”n]';“ bulen beralanga pemenataan tind bekala 0edung | oy g | b | i | bk | 2 | bun | 100 b | 2 | bun 7%
Kegiatan Pemeliharaan Rulin'B erkala Kendaraan Dinasl O perasional Jm”prg :;harhaulan befalannya kendaraan dinzsloperasionalyang k{1 bulan | 12 bulan | i2 | ‘bukn i2 | bua 100% bulan ) bulan 7%
Keqiatan Pengadaan Peralalan dan Perlengkapan kanior Jumlah peralalan gedung kantor v ang lersedia 24 uni 7 unit 4 unk 53 unit 120% unil £0 unit 0%
Keqiatan Pemeliharaan Peralalan dan Perlengkapan Karior e Berlant 3 Kegatan pemeharsan peralaan dan 36 bulan | i | bulan | i2 | bubn | 2 | bum 100% bulan 4 bula fir%
perlengkapan karar
P!ugr_am Pengembangan Sisiem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Perseniase peng_emhi_mgi_m isiem perencanaan, 300 % 100 " 100 % 100 " 100 200 5 S0%
Kinerja dan Keuangan pelaporan, capaian kinerja dan keuangan
:Eg;gan Penyusunan Laporan Capalan kinets dan kiisar Realiszsi Kinef Jurnlah [aparan capaian kinefia dan keuangan yang disusun i2 | lporan | 0 | laporm | 12 |laporan| & [aporan 0% laparan fi laporan 0%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PP L T e 300 L 100 % 100 L) 100 % 100 200 3 39%
pemberdayaan masyarakal
Keqiatan Pengadaan Pakaian k.erja dan Harkhari Ter enfu Jumlah pakaian kera lapangan yang diadakan 23 | bus | 036 | hush 0 buah 0 bud % buah 136 buah 1%
Kegialan Peningkatan Sumber Daya M anusia A paratur Pemberdayaan Jurnlah kegistan peningkatan sumber daya manusia aparaur b kgt | 2 |hegitm| 0 |legan| 0 |kegia % Yegiatan ) Vegitan p
Wazy arakat pernberday aan masy arakal
Program Pembinaan Masyarakal dan Kelembagaan Desa Persemiase Lembaga Kemasyarakatan yang Akiil 42 L 14 % 14 L) 14 % 100 42 3 52%
UFTa A paraF, atF, o e SarFen qurls Lemiaga fdal dan
Instansiterkail v ang diberi pengetahuan mengenai ada dan 00| ormg | 378 | 700 26 | oag | 26 | orang 100% orang 444 orang fi3%
Kegiatan Pengembangan Ada! Buday a di Kalsel e
Jumlah Lembaga Adat dan Budayay ang akiifldiberi reward 300 bush 0 bush | i7 | tuah 17 | tud 100% buah 17 buah %
Kegialan Pembinaan Pengembangan Lay anan Sosial Dasar di Kalzel Junlh A pareu i ahofalDesa masy ekt desa yang dbe P063| orag | 361 | G060 | 295 | oramg | B | orang 7% arang 442 arang 42%

pembinaan mengenai pengembangan la anan sosial dasar




Brbaga krbaga knbaga knbaga knbaga
K.egiatan Pengembangan Lembaga & dat dan Budaya di Kalsel Jumlgh lembaga adat dan budayayang aklit Slaftdn| o 9 0 laftdan| 0 [atdn] 0% aatdn| 0 |adatdn 100%
bulaa budya budsya budya budya
Feqiatan Pemetaan [dentifiasi dan kiasfikasi Desa Berdasarkan DM Jumlah desa per kabupaten berdasaan status 1664 desa | 1864 | 1864 | O | desa | 0 | dess 0% desa | 1964 | dess 100%
i:lgu'ﬁ]t:Ekpggl‘;”n:”gz”mizn”'g””gnzan”g;::”“““ Masyarba MERIPERN | ovmookyang bepatipasidat pemtanguran s solkebrock| 20 | 60 | 20 [iebrpok| 90 ichmrok| 10 ebrgok| 40 [kebrpok [ 6%
Kegiatan Bintek Penyusunan Deta IDM Jﬂ';g'?g;”"”a"gmem"'k' eermplan (e pusITan |l e L | 6 | 0 g | 0 |omg | 0 wng | M | omg | 0%
Ermbaga Enbaa Embaga Embaga Embaga
F.eqiatan Pembinaan LPM dan BKAD Pendataan Lembaga P emberdayaan Masyarakat yang aktt 1B kemagyar | 357 | 1057 | O kemampa| 0 [kemeyy| O bemager | 307 {kemasparck %
Aatan datan Aatan At atan
k.eqiatan Gelar Bulan Bakti Gotang Rayong Masvarakat e nesa.yang nerpammpay taan 13 chsa | 0 | 13 | 0 | desa| D | desa 0% desa 0 desa 0%
program/kegiatanipameran nasional pemberdayaan masyarakat
k.egiatan P elatinan Pengurus LPM dan BRAD Jurnlan pengurus LPM dan BKAD yang mengikuti pelatinan 80| oag | 180 | 180 | O |oag | 0 | oag 0% wng | 180 | orang 100%
K egiatan P embinaan Pemberdayaan Kesejanteraan Keluarga Jumiah PEK yang bemprestasi BR[| 4| 2M | 52| ek | 0 | Rk 0% Pk 5 Pk pEH
Kegatan Penngkatn Kapstas Lembaga Kemasyakati Desa daam URY3) e o ot masaan s esa s ks | 0 | w6 |wse| o | e | s | 100 w4 | |0 50t
Pembangunan Desa melalui Indeks Desa Membangun (I0M)
Jumiah posyandu hanua yang dhina Spoganca| O | 52 | % [ o [ 1| 42 i 11 ) M
F.eqiatan P okjanal Posyandu Jumlah peserta yang mengikuti pelatinan SIP B oy | 0 | 3 | 08| 0 0] 158 0% 158 0 0 0%
Kesepatan program kegiatan pokjanal posyandu W kbkota| 0 | 2B | 13 0 "l 100% 13 1 0 al%
Jumlah penqurus LPM dan BKAD yang mengikudi pelatinan 0| oy w || oo [ | owo | 10m | 18 0 5%
feqiatan Pembinaan dan Pelatinan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LA D)
Pendataan Lemhaga P emberdayaan Masyarakat yang aktt 0| tuah buzh | 350 | tush | 180 | bud a1t buh | 180 bugh Pl




Fersertase permenntahan desa dengan administrasi yangy

Program Pembinazn Pemerintab Des i k 8. L | pef ==} L] 268 L] 288 L] 100 4 L] s ]
Kegiatan Birteh Evaluasi, Monitoring APEDes dan 5 rta Kualt,
P:faly;\l;n IPe:neriI:a::LDe:am o "5 AN Sapras seia hualias Jurnl ab aparatur yamy dilatih dan b abupate n yany dimonitoring E76| orang 13 orang 170] oramg 130 orang To% orang 156 orang e )
Kegiatan W oks hop Penataan Bes a, Penyus uman Profil Besa dan Keluraban  |Jural ab aparatur vamg difasiltasi tehait penataan des a 427| orang 11 orang 4 orang o orag 0% g 68 orang 6%

Jurnl ah des a vany disvaluasi di tingh at prosirsi 13| cesa 3 desa 11| desa ] csa 0% ckea 3 desa %
Kegiatan Evaluasi Pedembangan [es ali elurahan

lurnl ah b elurahan vang dievaluasi di tingh at provinsi 18| kebrshan| & |kebrahan 13|kelrdhan| O |kebrahan 0% kelLrahan i} kebLrahan %
Kegiatan W oks hop Penataan Produ Hubom dan Administrasi Desa urnl ab aparatur yamy dil atih 47| orang i orang 10| orag o orang 0% oAy 1an orang A
Kegiatan Fembangunan B alai R duyat dan Kantor Des a lurnl ah bal ai rah yat damhantor desa yang dibangun » bdad 0 bdd 0| bdd o bdd 0% bdad o babai 0%
Kegiatan 5ogialis asi b ewenangan dan Kebijgan Pesa Juril ab aparatur desa dan SKP D teh ait v ang disosialis &si 2027| orang 1] orEng 2027 orag o orag 0% owEg o orang O
Kegiatan P elatihan Kerjasama Desa Jurnlab aparatur desa yany dilatih te b at herjasama des a 11| orang 37 orang 44 orang 44 orang 0% orang a1 orang 3%

. Persertaze =rana prasarana kawesn perdesan yang

Program Peninglatan Kawasn dan Infragruldur Pedesan &1 L | 1,72 % 1,72 L] 1,72 % 100 816 b EER

terbentukiber ke mbang
Kegiatan P emberday aan Masyarah at dalam Permulihan dan P ernanfaatan Jurnl ah b egiatan ted ait P ernberdayaan Masyarahat dalam A ; A A A ]

12| kega 4 | kegat 4 | kegat 4 | kegs 100% kaga 2 b igat &7%

Surnbeer B aya Alam (Shay Pernulihan dan Permarfaatan Sumber Daya &larn (S0A) gaan egaan egn egaan egaan gatan
K egiatan Pembinaan Pos Pelay anan Tehnologi Tepat Guna (Posyanteh) Juril ab pengurus Posyanteh yang dibing 10a owang 100 orang 1] orEg o orag 0% owEg 100 orang 100 %
Kegiatan G elaiPemeranExpo TTG Jurnl aby b egiatan tem ait G elarPameranExpo TTG 3 legadan| 2 |kegdan| 2 |kegdan| 0 |kegada [ kegaan 2 ke gatan %
;Zilifgk:latlhan Sarana Pras arana Air Minumn dan S anitasi Berbas & Jurnlah penguris yang rlath cc crang o crang 0 o o org 0% orarg 55 crang 100%
Kegiatan F end arpingan K awas an Fedes aan lurnl ah b awas am pe des aan yang atif 3 bush 3 budh ] bush o bush 0% bush 3 bush 0%
Kegiatan P embinaan Pemanfaatan dan Pemerapan Tebonologi Tepat Guma (TTE [Jurnlah b egiatan juara lomba inovas i TG El orang 1] orang 1] orang o orang Ot orang Gl orang 100 %

Jarah terbangunny a badan jal an 14 km 1,65 km 0 ke o km 0% km 166 km 0%
Kegiatan P embangunan B adan Jalan dan Jernbatan Pola Kanya Eduti THI " o o . " "

. ek et &t paat ek paloat
Jurl ab terbangunriya pahet jermbatan 37 jerrbat g erbatan 1] fribatan o mbatan Ot errbatan g ombatan 1%
. . lurnl ah b abupatendb ota v ang menerima

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Pras arana Melalui TMNE rehabiltsifpembangunan prasaran dan s ana umum 1% |kabfkotal & |kablata| B | kabkaa| 6 [kdkata 100% fabbata 12 kabylata B7%
Kegiatan Pernbinaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Jurnl ah b aeas am pe des aan yanyg auif 3 Eush ] bush 3 bush 3 bush 100% bush 3 bush 100%
Kegiatan Perbinaan Pemanfaztan dan Penerapan Posyanteh dan TTG Jurnl ah pengurss posy anteh dan TTG yangy dibina dan dil atib 4 begistan | 0 [kegistan| 2 [kegdan| 2 |kegatan 100% bagatan 2 kagiztan 0%




Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Jumlah Pengurus dan Pembina BUMDES yang dilatih 44| orang 44 orang 0 arang 0 arag 0% 0 orang 44 orang 100%
Kegiatan Pembentukan Kawasan Ekanomi Perdesaan Jumlah aparatur desa yang dilatih untuk kawasan ekanomi 9 kawasan | 3 |kawasan | 3 | kawasan| 3 | kawasan 100% 0| kawasan [3 kawasan 67%
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Jumlah orang yang dilatih 100[ orang | 100 | orang 0 orang o orang 0% 0 orang 100 orang 100%
Kegiatan Pelatihan Pasar Desa Jumiah aparatur desa yang terampil 00| orang | 100 | oang 0 orang 0 orang 0% 0 orang 100 orang 100%
Kegiatan Manitoring dan Evaluasi Usaha Ekaonomi Masyarakat Desa Jumlah kabupaten yang dimanitaring dan dievaluasi 33fkabupatery 11 |kabupaten| 11 |kabupatery 11 [kabupatery  100% 0 |kabupaten 22 kabupaten 571%
Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Ekanomi Desa j:(:::g;:;:::a ekanori desa yang dbantus dan 100 buah 0 buah £l buah 50 buah 100% 0 buah S0 100 50%

Rata-rata Capaian (%) 62%




Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 — 2022

Uraian Anggaran Realizain Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan
2016 2017 2018 3018 2020 3021 2022 2016 017 1018 2020 2021 1016 1017 1018 1018 1020 2031 2032 Anggaran Realizasi
Program Pelayanan Administrasi L646,410,000) 1.130.090.000( 2.371.118.000( 2.953.848.000| 3.383.115,100| 12.087.834.496| 55.800,080.802| 1.652,798.924|L.080.520,444| 1,585.267.252| 2,363.993,.870| 18.391.300.533
Perkantoran 100% 6% 82% 88% T0% 83% 95%| 2.297.138.220 | 12.782.708.345
Danyadiaan jasa surat menyurat 6.000.000
1.500.000 164.130.000 0 0 0 0 2.250.000 975.000 0 0 0 0 38% 62% 0% 0% 0% 0% 34.326.000 23.982.857
Penyadizan jasz komunilasi, sumber dava air dan 189.000.000
listrike
203.000.000 200.000.000)  265.000.000)  353.837.700 228.000.000 168.156.666) 102.314.664| 187.220.037) 172.3543.850 154.528.837 38% 83% 78% 1% 48% 0% 0% 242.187.340 236340361
Panyadiaan jasz administrasi keuangan 150.000.000
163.100.000 166.000.000|  363.896.000)  208.506.000 0 136.450.000) 148.150.000| 355.858.968) 208.306.000 0 53% 81% 82% 83% 100% 0% 0% 210320400 173.508.667
Denyadiaan jasz kebersthan kantor 144.000.000
138.332.000 300.088.000 0 0 0 0 130.143.300| 133.364.800 0 0 50% 96% 2% 0% 0% 0% 0% 116.684.000 81.366.186
Panyadizan barang cetaken dan penszandaan
15.000.000 12.000.000 25.000.000 0 0 35.900.800 5.865.000] 10418300 28.846.500 66% 87% 100% 0% 0% 0% 0% 10.400.000 14477487
Danyadiaan komponen instalast
listrik penerangan banzunan kantor 6.000.000 6.500.000 70000000 30.000.000 23.000.000 29.966.800 20.033 500 3.835.000 6434000  29.652.500) 14.587.000 19.558.720 13.609.173 9% 99% 99% 89% 63% 0% 0% 14.500.000 17.476.529
Penyadizan bahan bacaan dan peraturan 10.600.000
perindanz-undanzan 3.300.000 11.000.000 12.000.000 15.600.000 18.700.000 17.100.000 14.767.000 31700000  11.274.000( 13.183.000 18.700.000 14.767.000 138% 86% 84% 83% 0% 0% 10.500.000 13.200.371

Penyadiaan bahan logistik kantor

182.250.000 131.512.000 213.000.000) 315343.000)  342.000.000) 325506.400) 323506400 264302.618) 151.508.850) 209.684.870| 133.018.750 177.662.830| 264302618 145% 100% 81% 66% 43% 0% 0% 241.261.000 277.167.203

Danyadizan makanan dan minvman

133 .800.000 126.846.000 160.000.000 217.845.000 218.460.000 710.335.000 0 108.822.000| 118.504.000| 182.885.000| 128.408.500 710.335.000 0 §1% 93% 92% 84% 39% 0% 0% 171.410.200 220328.714
Fapat-rapat koordinasi dan konsultast ke lvar
dasrah
675.000.000 245.000.000 1.000.000.000 0 0 581801000 598.955.000 674.850.340| 241.594.830 286638363 712371524 100% 85% 80% 0% 0% 0% 0% 384.000.000
dazrah
134.660.000 78.000.000 124.000.000 0 0 0 134345.000)  71.863.000 0 100% 83% 87% 0% 0% 0% 0% 67.332.000
Kantor 366.504.000 437.088.000 950.335.000 0 352.361.180| 421.235.140 807.467.707 0 0% 0% 0% 96% 96% 0% 0% 401.556.000
Panyzdizan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan
i 82.360.000 72.500.000 0 61.728.700) 35481600 0 0% 0% 0% 3% Ik 0% 0% 77.530.000 31.686.667
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultast
1.300.000.000{ 1.712.033.400 0 1.194.461.997(1.196.623.990 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%| 1506016700 | 1.004.011.133
Program Peningkatan Sarana dan
Prazarana Aparatur
T3L.750.000) 1.296.500.000| 2.341.477.000( 1.003.041.000] 1.028.040.000] 818.909.800| 1.134.418.000 T01.041.725|1.209.441.450| 1.795,719.736| 811.211.563 154.528.837 96% 93% 91% 0% T9% 0% 0%| 1.480.361.600 | 1.331.061.075%
Penpadaan Kendaraan Dinas | Operasional 366.000.000 991.500.000  330.000.000 0 533.554.700 | 205.873.000 0 0% 98% 83% G0% 0% 0% 0% 629.166.667 471.875.000
radaan Peralatan Kera/Kantor
43 630.000 250.000.000 303.281.000 0 43.630.000) 212.905.000 0 100% 83% 97% 0% 0% 0% 0% 200.310.333 150.232.750
Pemeliharazn rutin/berkala z=dung kantor
483.100.000 287.200.000 764.656.000) 1.091.080.000)  330.000.000 0]  482.883.750| 273.805.000]1.074.076.11%| 260.008.285 0 58% 83% 89% 88% %% 0% 0% 563.215.200 492.630.858

Pemeltharaan rutinberkala kendaraan
dinas'operasional
162.000.000 178.300.000 240.000.000)  312.680.000 389.240.000 614.870.000 615.850.000 144.147.675| 167473.750| 255.657.107) 311.518.788 318.146.212 565.122.819 85% 83% 88% 82% 80% 0% 0%

b
o

6.644.000 356.580.711

Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan zadunz

lantor

10.000.000 3.000.000 12.000.000 0 10.000.000 1.640.000 0 100% 33% 48% 0% 0% 0% 0% 5.000.000 .730.000

kel
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Pemeliharzan rutin'berkala peralatan gedung
lantor
5.000.000 3.000.000 10.000.000 300000000 3.000.000 0 4.550.000 187700000 6% ] 30% 0% ] ] 0% 6.000.000 75.000.000
Pamaliharaan Rutin/ Barlcala Peralatan Karja
1.000.000 1.000.000 260.000 300.000 26%| FDIVI0! 30% 0% 0% % 0% 1.000.000 630.000
Pamelitharzan Rutin/ Berkala Komputer
15.000.000 6.000.000 18.000.000 15.000.000 63.000 13.783.300 100% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 13.000.000 13.000.000
Pangadaan Paralatan dan Perlengkapan Kantor
198.281.000{ 224.300.000 80.358.800 103.743.000 140.678.600| 218.208.240 27.962.140 103.300.000 0% 0 0% 1% 97%) 0 0%| 211.780.300 152422200
Kantor
T0.000.0000  84.500.000 123.680.000 112.780.000 25.426.510) 22475250 66.095.000) 62.257.200 ] ] 0% 2%, 27%) ] 0%  77.250.000 87.740.000
Program Peningkatan Diziplin Aparatur
36,000,000 0 32.000.000 0 0 36,000,000 0] 32.000.000 0 0 100%| 0%  100% (%] %] % 0%  13.600.000 13,600,000
Pengataan pakaian kerja lapangan 36.000.000 32.000.000 26100000  36.000.000 32.000.000 26100000 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0%  34.000.000 31.366.667
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 123.340.000 0 492.600.000 0 0 90.075.500 0| 393.271.830 0 0 T3%| 0% 80% 01%| %] 0 0%[ 123.188.000 116.535.160
Baninghkatan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemberdayaan Masvaralat 123.340.000 452.600.000 50.075.300 393.271.830 T3% 1] 80% 0% ] 1] 0%  307.570.000 281.337.500
Program Peningkatan
Pengembangan Siztem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Kevangan 20.000.000 12.900.000 10.800.000] 509.867.100| 265.100.000 15.300.000] 11.400.000 0 0] 210.745.015 9% 88% 1% (%] 9% 0 0%| 163.733.420 163.393 420
Panyuzunan laporan capaian kinerja dan dehtisar
rzalizasi kinsga SKPD 20.000.000 12.500.000 10.800.000] 509867100) 265.100.000 138.790.100]  18.300.000] 11.400.000 0 210.745.015)  324.851.328| 137.143.664 82% 88% 0% 0% 15%) 1] 0%| 163.733.420 156.292.867
Progam Peningkatan Kapasitaz dan
Kualitaz Aparatur 0 0 0] 501.430.000] 0 0 25,050,000 0 0 0| 415478710 0 0%| 0% 0% 83% %] 0% 0%[ 100.286.000 75.211.429
Paninghatan Kapasttas dan Kualitas Sumber Dava
Aparatur 473.430.000 333.273.710 0% 0 0% 2% 0 0 0%| 473430000 473.430.000
Pangadaan Pakatan Kerjz dan Hant-hart Tertenty
28.000.000 25030000 27.200.000 21300000 ] 0 0% 9T ] 0 0%|  28.000.000 26.523.000
Program Peningkatan Keberdayaan
Mazyarakat Perdesaan 1,332.800.000 534,450,000 5.168.100.000 0 0 10.513.878.600| 1.458.445.800) 891.931.850) 490.181.800) 3.571.285.008 0 0 67%| 1% 69% (%] %] % 0% 1407.070.000 | 2.681.401.036
Pemberdayzan Lembaza dan Orzanizasi
Masyaralat Berdesaan 264.800.000 183.811.000 73% 0% 0% 0% 0% 0% 0%| 264.800.000 193.811.000
Panyzlenzzaraan Pendidikan dan Pelatthan
Tenzga Teknis Masyarakat 350.000.000 331.454.600 83% 0 0% 0% 0 0 0%|  350.000.000 331.454.600
Padasaan
239.000.000 34.630.600 21% 0 0% 0% ] 0 0%|  235.000.000 34.630.600
Pambinaan Palatih Pemberdayaan Masyaralat
DesaKelurzhan 130.000.000 143.714.000 87% % 0% 0% 0% % 0% 150.000.000 143.714.000
Pembinaan Kelompok Masvarakat Pembang
Daza 309.000.000 166.322.650 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0%|  309.000.000 166.322.630
Pzlatthan Penataan dan Penyusunan Profil Desa
Kelurzhan 57.550.000 175.000.000 323 140.284.000 0% 0 8% 0% 0 0 0%| 118.275.000 118.275.000
Desa 40.000.000 120.000.000 30.537.500 15.432.000 ] 0 15% 0% ] 0 0%|  80.000.000 30.000.000
Pelatihan Administrasi Dasa 103.230.000 731.500.000 93.109.100] 588.670.850 0% % 80% 0% 0% % 0%  417.375.000 417.375.000
Pangambangan Penerzpan dan Permasyarakatan
TTG 168.200.000 146.630.000 158.359.400] 134.314.000 0% 0 92% 0% 0 0 0%| 157.823.000 157.925.000
Pemberdayazn Adat dan Penzembanzan
Kehidupan Sosial Budava Masvarakat §7.300.000 218.100.000 95.368.300| 193.986.300 ] 1] 8% 0% ] 1] 0% 157.700.000 157.700.000
Integrasi Program Kegiztan Pamberdayazn
Masvaralat dan Pemerintzhan Desa 67.150.000 146.200.000 30.312.500] 112.710.800 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%|, 106.673.000 106.675.000
Gelar Ekspo Pemberdayazn Masyarakat
Perdesaan 155.700.000 21.743.300 ] 0 14% 0% ] 0% 0%|. - 153.700.000 155.700.000
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Pemetaan dan Penglajian Pemanfaatan TTG 160.000.000 137.574.000 ] 0% §8%) 0% 0% 0% (%]  160.000.000 160.000.000
Workshop Pemberdayaan dan Pangambangan
Sosial Dasar
174.000.000 168.474.300 0 0% §7%) 0% 0% 0% %)  174.000.000 174.000.000
Penataan Desa 120.000.000 201847000 117528000 72.275.200 172362000 58823359 ] 0% 60%) 0% 0% 0% 0%  120.000.000 146.438.333
Bengambanzan Adat Budaya di Dasa 162.750.000 141.488.800 0% 0% §7%) 0% 0% 0% %) 162.750.000 162.750.000
Pemberdayaan Sosial Dasar 180.000.000 147.698.300 0 0% 32%) 0% 0% 0% %]  130.000.000 130.000.000
Pemberdayaan Kessjahteraan Peresmpuan dan 143.400.000 119.642.000 ] 0% §1%) 0% 0% 0% %]  148.400.000 143.400.000
Evaluasi Partisipasi Masyaralat Terhadap
Penzepnazn Dana Desa 140.150.000 101.303.273 0% 0% T2%) 0% 0% 0% %]  140.150.000 140.150.000
Pendampinzan Kunjungan Karja Terkait Dana
Dezsa dan Sarana Prasarzna Desa 120.000.000 32.877.300 0 0% 27%) 0% 0% 0% %]  120.000.000 120.000.000
Analisz Pengembangan Desz Berbasis Partisipast
Masvaralst Lokal 140.200.000 117.975.328 0% 0% 34%) 0% 0% 0% %)  140.200.000 140.200.000
Pengkajian Kualitas Kesshatan Masyarzkat Desa 170.200.000 156.352.000 0% 0% 82%) 0% 0% 0% 0% 170.200.000 170.200.000
Sosializasi Produk Hukum Desa 224 400.000 0 183.017.000 0 ] 0% 36%) 0% 0% 0% %]  224.400.000 112.200.000
Panatazn Produk Hulum Desa 147.400.000 134406200 94332800 133.864.000 §3126939| 84532339 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 147.400.000 123.379.667
Bimbingan Tsknis Tata Kelola Keuzngan dan
st Desa 247.800.000 263174000 293671000 156.230.548 199860701| 222671470 ] 0% T5%) 0% % 0% (%] 247.800.000 278.215.000
Kualitas Pelayanan Pemerintzh Desa 961.800.000 275.186.000 0% 0% 20%) 0% 0% 0% 0%| 961.800.000 961.300.000
(Gelar PameranExpo TTG 213.300.000 GB834451400 852914000 201.175.000 720920400 878795631 ] 0% S4%) 0% % 0% %[ 213.800.000 | 3.683.721.800
Pemetaan Identifikas dan Klasifikasi Deza
Berdasarlan IDM 160.030.000 143.504.083 0% 0% S0%| 0% 0% 0% %]  160.050.000 160.030.000
Program Pengembangan Lembaga Fkonomi
Pedezaan
1.91L.050.000 0 0 1138117354 0 ] 0% 1% 0% 1% (%] 0% (%] 382.210.000 117823471
Peninghatan Permodalan bagt Uszha Mikro Kacil
dan Menengzh di Pedesaan §50.550.000 423.112.84 48%| 0% 0 0% 0% 0% %]  890.350.000 423.112.84
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 58.000.000 33.442.710 35%) 0% ] 0% 0% 0% %]  58.000.000 33442710
Pangembangan Bumdas dan Usaha Flonomt
Masyarakat df Padesaan 530.000.000 2269991600 436330000| 462.005.800 2210022669) 421661266 30%) 0% 0% 0% 0% 0% 0%| 530.000.000 | 1.036.112.133
Pemberian Stimulan Pembanzunan Desa 60.000.000 43.662.000 T3%) 0% ] 0% % 0% %]  60.000.000 43.662.000
Pembinaan Kelembagazn Program
Penangzulangan Kemiskinan 282.500.000 136.893.500 36%) 0% 0% 0% 0% 0% 0%  282.300.000 136.893.500
Program Peningkatan Partizipasi
Masyarakat dalam Memt Desa 13.321.475.000 608.450.000]  2.227.400.000 s | 530.642.634| 1.814.866.294 4% 89% 81%)| 1% %] 0% (%] 3.231.465.000 | 3.059.087.177
Peninghatan Pembinaan Koordinast Prozram
Pemberdayaan 148.030.000 106.634.050 T2%) 0% 0 0% 0% 0% %]  148.050.000 106.634.050
Peninglatan Kapasitas Pengembangan
PemdzsKelurzhan 505.925.000 453.167.800 S0%) 0% ] 0% % 0% (%]  505.925.000 453.167.800
Pemby Pelzksanaan Kesejahterzan Keluarza
Di Kalsel 1.160.000.000 373.462.786 T5%) 0% 0% 0% 0% 0% (%] 1.160.000.000 373.462.786
Pengembangan, Penzrapan dan Pemasyarakatan
TTG
300.000.000 262.715.000 §8%) 0% ] 0% 0% 0% (%]  300.000.000 262.715.000
Koordinast Penzembangan dzn Pemanfaatan SDA
246.000.000 197.822.899 30%| 0% 0% 0% 0% 0% %]  246.000.000 197.822.899
Pambinaan Kelembagaan Posyantak
150.000.000 131454500 §8%) 0% 0% 0% 0% 0% %[  150.000.000 131454500
Koordinasi dan Pembinaan Saranz dan Prasarana
Perdesaan 155.500.000 115.036.300 TT%) 0% ] 0% 0% 0% 0% 500.000 115.036.300
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Pamatazn dan Pengkajian Pemanfzatan
Teknalozi Tepat Guna 100.000.000 95 .436.500 93% 0% 0% 0% 0% 1] ] 100.000.000 83.436.500
Paninglatan Pemberdayaan Masvarakat dan
Desa (Penunjens TMMD) 10.456.000.000 280.000.000 10.163.881.009 268.382.000 9T% 96% 0% 0% 0% 0 0%| 5.388.000.000 | 5.221.940.503
Darancanazn Destgn Balat Raloyat

60.000.000 35.975.000 93% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60.000.000 33.975.000
Koordinasi Saranz dan Prasarana Perdesaan 30.000.000 38.338.300] 441775213 0% % 0% 0% 0% 0% 0% 30.000.000 30.000.000
Evaluasi Pengembangan DesaKelurahan 200.000.000 300.000.000 172.346.000 0% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 350.000.000 350.000.000
Dengembangan Uszha Masyarakat di Desa
Tertingeal dan Terhsar 78.450.000 60.346.134 0% % 0% 0% 0% % 0 T8.450.000 T8.450.000
Dambangenan Sarana dan Prazarana Melalui
TMMD 639.500.000 605.955.050 0% % 95% 0% 0% % 0 638.500.000 639.500.000
I bangan Uszhz Ekonomi Dasz 248.100.000 168.632.630) 0% % 68% 0% 0% % 0 248.100.000 248.100.000

Dambinaan dalam rangla Peninglatan
Kapasitas Masyarakat Melalui Penguatan Peran

Kelompok Dalam Pembansunen Desa 182.500.000 160.793.000 0% 0% 33% 0% 0% % 0 182.500.000 192.500.000
Pengembangan Pasar Desa 174.000.000 110.250.400 0% 0% 63% 0% 0% % 0 174.000.000 174.000.000
Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan 137.250.000 68.334.950 0% 0% 30% 0% 0% % 0 137.250.000 137.250.000
Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesazn 182.500.000 141.451.851 0% 0% T4% 0% 0% % 0 182.500.000 192.500.000
Rehabilitasi SDA 143.150.000 117.611.000 0% 0% 82% 0% 0% % 0 143.150.000 143.150.000
Program Peningkatan Kapazitas Aparatur
Pemerintah Desa 693.175.000 0 0 0 0 194.007.900( 147.720.900)  635118.500 0 0 0 0]  166115.586| 123.223.184 91% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  138.635.000 139.551.043
Dambinaan Pengelolazn Administrasi Desa dan
Kelurzhan 484.575.000 457.721.600 93% 0% 0% 0% 0% % (%] 484.575.000 457.721.600
Panataan dan Penyuzunan Profil Desa dan
Kelurahan

198.600.000 194007800 147720800 177.406.500 166115586 123223184 %% % 0% 0% 0% % 0 198.600.000 173.045.233

Program Pengembangan Potenszi

Masyarakat dalam Pemt 0| 66.182.325.000) 85.610.500.000 0 0 1] 0 (| 64.940.869.547| 77.820.319.310 0 1] 1] 0| #DIV/O! 95% 91% 1% 1% 1] (%] 30.358.565.000 | 11.684.689.286
Pembangunan Balai Ralovat 3.000.000.000 4.128.385.647 0% 83% 0% 0% 0% 1] (%] 5.000.000.000 | 5.000.000.000
Pembuatan Badan Jalan Pola TMMD Ruas

Banjar-Batulicin 35.500.000.000 35.346.237.500 0%  100% 0% 0% 0% 0% 0% 39.500.000.000 | 39.500.000.000

Panyusunan Dolumen AMDAL Kegiatan
Pambangunan Badan Jalan Pola Ruas Banjar-

Batulicin 1.182.325.000 984.416.000 % 33% 0% 0% 0% 1] (%] 1.182.325.000 | 1.182.325.000
Panyusunan DED Pembanzunan Balat Raloyat
Tzhap 2 500.000.000 481.830.000 0% 96% 0% 0% 0% 0% (%] 500.000.000 300.000.000
Pembanrunan Balai Ralovat 3.610.500.000 4.863.344.000 0% 0% 88% 0% 0% 0% (%] 5.610.500.000 | 5.610.500.000
Dambangenan Badan Jalan dan Jambatan Pola
Karya Bakti TNI Ruas Banjar-Batulicin 30.000.000.000 72.856.875.310 0% 0% 91% 0% 0% % 0%/ 80.000.000.000 | 80.000.000.000
Masyarakat - 426.750.000 | 9.147.161.000 - - - 384,871,359 | 5.182.497.965 - - 01%| 0% 7% 0% 0% % 0%] 1.914.782.200 | 1.914.782.200

Menitering dan Evaluast Usaha Fkonomi

Masvaralat 77.000.000 65.607.300 0% o0% 0% 0% 0% % 0 77.000.000 77.000.000

Pamberdayaan Lembaza dan Orzanusast
Masyarakat Pardesaan 183.200.000 170.803.759 0% 93% 0% 0% 0% 0% 0% 183.200.000 183.200.000
Dembinazn Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa 106.330.000 87.243.700 0% 2% 0% 0% 0% % % 106.5330.000 106.530.000
Penguatan Kelembagaan Posyantel 60.000.000 37.217.600 0% 93% 0% 0% 0% % % 60.000.000 60.000.000
Monitoring dan Evalvasi Uszha Ekronomi
Masvarakat Desa 120.000.000 36.809.000 0% 0% 47% 0% 0% 0% ] 120.000.000 120.000.000

Dambentulan dan Pangambanzan Badan Uszha
Milik Desa 356.600.000 306.071.564 0% 0% 36% 0% 0% 0% 0% 336.600.000 336.600.000
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Pamberdzyaan Lambaza dan Orzanizast
Masyarakat Pedesaan 530.130.000 267.328.856 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 330.150.000 | 330.150.000
Pangembangzn Kapastas Masvarakat Dasa
| 151.400.000 130.798.330 % % %% % % % % 191.400.000 | 181.400.000
Pambinazn Pemberdayazn Kassjahterzan
Eealvarza
6.100.000.000 3.030.803.733 % % 30% % % % 0%| 6.100.000.000 | 6.100.000.000
Pembinazn Kelompok Masyarakat
. Pembangunan Desa 637.111.000 410.106.840 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 637.111.000 | 687.111.000
Pengembangan Lembaza Adat den Budava Di
Kalsal
496.000.000 442.634.000 0% 0% 89% 0% 0% 0% 0%  496.000.000 | 496.000.000
Pembinazn Dalam Rangla Peninglatan
| Kapasitas Lambaza 345.500.000 300.372.500 0% 0% 87% 0% 0% 0% 0% 345.500.000 |  343.500.000
Dambinazn dan Evaluas Posyantel
| 137.250.000 120.135.000 0% 0% 88% 0% 0% 0% 0% 137.250.000 | 137.250.000
| Pelatihan Posvantek 1§3.130.000 167.238.000 % % % % % % % 183.130.000 | 183.150.000
Deza
| 0[1.302.756.000( 1.037.415.000] 0]1.184.077.221| 864.839.951 0 0 0% 0% 0% 9% 83% % 0%|  468.036.200 |  465.036.200
Pembentulkan dzn Penzembanzan Badzn Uszha
| Milik Desa 300.635.000 280.323.201 % % % 97% % % % 300.638.000 | 300.638.000
Monitoring dan Evalvas Uszha Ekonomi
Masyarakat Desa 230.428.000]  228.000.000 224442.761| 187.372.000 0% 0% 0% 80% 82% 0% 0% 234214.000 | 234.214.000
Pembentukan Kawasan Ekonomi Perdesaan
| 307.740.000]  331.873.000 265.178.623| 231.106.426 0% 0% 0% 86% T6% 0% 0% 319.807.500 | 319.307.300
DPelatihan Kewiravszhazn 209.475.000 203.978.350 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 209.475.000 | 209.475.000
. Pelatihan Pasar Desa 204.475.000 200.154.236 % % % 98% % % % 204475.000 | 204475.000
Pembentukan dan Pengembanzan Lembaza
Ekonomi Desa 477.550.000 425.861.526 0% 0% 0% 0% 89% 0% 0%|  477.550.000 | 477.350.000
Program Pembinaan Pemerintahan Desa
i 0[2.602.276.000( 1.179.873.155 0]2.148.262.580( 846.497.889 0 0 0% 0% 0% 83% 6% 0% 0% 776.429.851 |  776.429.851
Evaluasi Parkembangan DiesaKalurahan
| £28.423.000 38.591.200 524.976.528| 34002300 0% 0% 0% 84% 2% 0% 0% 343.509.600 |  343.509.600
Worlshop Penataan dan Penyusunan Profil
|| Dasa dan Kelurahan 350.000.000]  188.526.000 354.327.200] 148.0%0.200 0% 0% 0% 1% 9% 0% 0% 280.263.000 | 289.263.000
Bimtalk Evaluasi, Monitoring APEDez: dan
|| Bapras serta Kualitzs Pelavanan Pemerintzhan 809.000.000] 355.537.500 505.702.172| 154.3%0.520 0% 0% 0% T4% 43% 0% 0% 582.268.750 | 582.268.730
Workshop Penataan Produk Hukum dan
Administrast Desa
| 621.420.000)  47L760.000 331324362 284536114 0% 0% 0% 86% 60% 0% 0% 346.550.000 | 346.550.000
Pelatihan Kerjasama Desa 133.425.000 141532318 % % % 3% % % % 153.428.000 | 133.428.000
Sosializasi Kewenangan dan Kebijakan Desa
| 205.438.333 205.458.533 0% 0% 0% 0%  100% 0% 0% 205.458.555 | 203.438.533
Program Pembinaan Masyarakat dan
Kelemb Desa ([8.190.839.500( 3.573.796.000| 0] 7.180.953.016|2.842.085.116| L.477.921.045| 1.119.408.746 0% 0% 0% 88% 80% 0% 0% 2381917100 | 2.352.927.100
- Pembinzan LEM dan BEAD 224.923.000 217.371.118 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 224923.000 |  224.528.000
Pameatzan Identiftkast den Klastfikas Dasa
Berdasarkaa IDM 418.428.000 335.609.500 0% 0% 0% 86% 0% 0% (%]  415.428.000 | 415.428.000
Palatthan Pengurus LEM dan BEAD
i 1.126.708.500 987.891.500 0% 0% 0% 88% 0% 0% 0%| 1.126.708.500 | 1.126.708.500
Penzzmbanzzn Lembaga Adat dan Budava éi
Ealsel
| 230.000.000 2 % % % 98% % il i} 250:080:800/ 1 (230.000.000
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Gelar Bakti Gotonz Royenz
Masyarakat
54.200.000 32.766.200 % % %) 60%) %) %) 0% 54.200.000 54.200.000
Panyulvhan Peningkatan Kapasitas
Masyarakat Melalui Peran
Kelompok dalam Pembanmnan 307.475.000[  354.335.000 716.806.050) 276.378.500 % 0% %) 89%) T8%) %) 0%  580.919.000 580.815.000
Pembinaan Penzembangan
Layanan Sosial Dasar di Kalsel
1.009.836.000]  335.822.000 §18.561.750) 180.220.301 % % %) §1%) 57%) %) 0%  672.829.000 672.824.000
Bintek Penyusunan Data DM 375.470.000 558.034.300 0% 0% 0% 97%) 0% 0% 0% 575470000 575.470.000
Kalsel
355.080.000{  750.000.000 515.715.000) 643.796.000 % 0% %) 92%) 82%) %) 0%  674.345.000
Dambinazn Pamberdayazn
Kaesgjahteraan Kelvarza
3.163.700.000 §3.907.000 2.728.601.798| 82.273.033 % i) %) §6%) 93%) %) 0%| 1.626303.500 | 1.626.303.500
Peningkatan kapasitas lambaza
kemasyarakatan desa dalam vpaya
bangunan desz melalni Indeks 1.053.581.000( 729.034.300( 450.167.300 926.430.900)  608.146.245| 406301405 0% 0% 0% %) 38%) 0% %] 1.053.581.000 744.260.867
Pambinazn dan Pelatthan Lambaga
Kemasyaralatan Desa (LKD) 600.677.000 1.078.455.000(  807.700.000 520.130.580]  BE5.774.800) 713.107.341 % 0% %) %) 87%) %) 0%  600.677.000 §28.945.333
Dambinazn Pokjanal Posvands
330.450.000 200.825.000 1 k) %) (%) 37%) %) 0% 350.450.000 350.450.000
Program Peningkatan
Kawazan dan [nfrastruktur 0 0 0] 11,557.845.300) L.314.762.200) 4.149.71%.200| 39.748.636.200 0 0 0] 9.574.813.483|1.230.306.562| 3.864.556.350  38.894.376.227 0% 0% 0% T6% 94%) (%) %) 1774521500 | 8.153.137.5587
Pelatihan Sarana Prasarana Air
Minum dan Sanitasi Berbasis 116217300 73.688.500 % 0% %) 63%) %) %) 0% 116.217.300 116217300
Pembangunan Saranz dan
Prazaranz Mlalwi TMMD
738.856.000 4149719200 39748636200 702.799.687 3864336350| 38894376227 % % %) 95%) %) %) 0%  738.856.000 | 14.875.403.800
Pandampingan Kawasan Padesaan
305.000.000 137.463.825 1 % %) 4% %) %) 0% 305.000.000 303.000.000
GelarPameran’ Expo TTG 532.000.000 430.116.600 % 0% %) §1%) %) %) 0%  532.000.000 532.000.000
Dambanzunan Badan Jalan dan
Jembatan Pola Karva Bakti TNI 9.683.144.000 7143 817.153 1 k) %) T4 %) %) (%) 9.683.144.000 | 9.683.144.000
Pamberdayaan Masyarakat dalam
Pemulihan dan Pemanfaatan 487.228.000)  271.009.200 463.336.318 251.362.200 % % %) §3%) 23%) (%) 0%  384.113.600 384.118.600
Pembinazn Pos Pelayanan
Teknologi Tepat Guna 258.650.000 235.092.000 0% 0% 0% 92%) 0% 0% 0%  258.650.000 258.650.000
Pembinazn Pemanfaatan dan
Penerapan Telmolozi Tzpat Gunz 426.750.000 384.009.000 % 0% %) 50%) %) %) 0%  426.750.000 426.750.000
Dambanzunan Saranz dan
Prazaranz Melalui TMMD
&30, NEL i il il il i il il &304, 4308,
632.306.000 666.738.538 Ik 0% 0% 0% o8 0% 0% 632.306.000 682.306.000
GelarPameran’ Expo TTG 27.000.000 15.458.000 % 0% %) %) T2%) %) 0% 27.000.000 27.000.000
Kawasan Perdeszan
93.475.000 §7.003.52 1 k) %) (%) 93%) %) 0% §3.475.000 93.475.000
Pembinaan Pemanfaatan dan
Penerapan Posyantek dan TTG 240.872.000 203.504.300 (1 % %) () §3%) (%) (%) 240.872.000 240.872.000
TOTAL 19.816.000.000|70.191.465.000 | 107.403.256.000{ 30.621.902.900| 11.882.111.555|22.087.834.496| 55.899.050.892| 17.624.031.037) 68.656.918.234| 92.976.448.916) 24.884.581.998)9.170.649.967| 18.391.300.533| 52.946.409.791| 89%| 98%| 8% 81% 1% 83% 95%| 47.982.949.091 | 45.101.380.269




24  Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan
merasa perlu menganalisa permasalahan dan potensi yang ada terkait pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa agar dapat menghasilkan strategi kebijakan yang
tepat. Analisis SWOT dipakai untuk melihat peta kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Selatan. SWOT merupakan strategi untuk melihat apa yang menjadi
kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman
(Threats) yang dihadapi individu atau organisasi.

Logikanya pilihan strategi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Kalimantan Selatan akan dipengaruhi oleh pemetaan atas kekuatan,
kelemahan, peluang, serta ancaman yang mereka hadapi. Analisis dilakukan atas
faktor internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan
Selatanyang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang

dan ancaman. Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

ANALISIS SWOT
INTERNAL STRENGTH WEAKNESS
EKSTERNAL OPPORTUNITY THREATS

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatanberupaya
memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan peluang sekaligus
meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Upaya tersebut tentunya
mempengaruhi strategi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Kalimantan Selatandalam upaya mewujudkan masyarakat yang
berdaya, mandiri dan sejahtera.

Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan baik faktor
internal maupun eksternal yaitu :

1. Analisis Lingkungan Internal
Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan
dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dapat
menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki

dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada



sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Kekuatan dan kelemahan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan yang telah
teridentifikasi adalah sebagai berikut :
a. Kekuatan
e Tersedianya regulasi terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas PMD Provinsi Kalsel memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang mengatur terkait kebijakan strategis,
wewenang dan tanggung jawab urusan pemberdayaan masyarakat dan
desa.

e Indikator kinerja yang selaras dari baik di level SKPD maupun pegawai
dalam upaya peningkatan status desa
Keselarasan ini dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD
Tahun 2021 yakni Meningkatnya Status Desa Maju menjadi Mandiri yang
kemudian diturunkan dalam IKU Level I11 dan Level 1V sebagai berikut:
a. Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pembangunan
desa dengan IKU level 111 yakni:
- Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa yang aktif
- Meningkatknya kemampuan kader dan pendamping desa dalam
pembangunan desa
- Meningkatnya lembaga adat dan budaya desa yang aktif
- Meningkatnya layanan sosial dasar yang aktif di desa
b. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dengan IKU level I11 yakni:
- Meningkatnya aparatur desa yang mampu mengelola administrasi
pemerintahan desa
- Meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam mengidentifikasi
potensi desa yang dikerjasamakan
- Meningkatnya aparatur desa yang terampil dalam SISKEUDES
- Meningkatnya desa dalam penginventarisasian aset sesuai dengan
regulasi
- Meningkatnya desa berprestasi melalui evaluasi perkembangan
desa
- Meningkatnya desa yang memiliki profil paling terbaru
- Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam melaksanakan

penataan desa



c. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan IKU level 111 :
- Meningkatnya BUMDesa yang maju
- Meningkatnya pasar desa yang aktif
- Meningkatnya kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan
ekonomi perdesaan
d. Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan dengan IKU level 111 :
- Meningkatnya sarana prasarana perdesaan yang dibangun dan
diperbaiki
- Meningkatnya peran kelompok masyarakat desa yang
diberdayakan dalam pemulihan dan pemanfaatan sumber daya alam
- Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

e Tersedianya dukungan dokumen perencanaan yang menggambarkan Kinerja
Dinas PMD Provinsi Kalsel
Dokumen perencanaan Dinas PMD Provinsi Kalsel baik Rencana Strategis
(Renstra) Lima Tahunan, Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Laporan
Kinerja Tahunan disusun dengan memperhatikan perencanaan dan

pencapaian kinerja yang ada.

b. Kelemahan
e Sumber daya aparatur yang terbatas dalam pelaksanaan program kegiatan
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai pada Dinas PMD Provinsi
Kalsel tergambar bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada belum
mencukupi untuk menjalankan tugas dan fungsi SKPD secara maksimal.
Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai yang juga
diikuti dengan peningkatan kompetensinya serta penempatan pegawai

sesuai dengan kinerja yang diperlukan.

BUP, Pindah, dll Kekurangan Pegawai
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
0 1 2 1 2 82 83 84 83 84

Sumber : Data Kepegawaian Dinas PMD Provinsi Kalsel
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak jumlah sumber daya
aparatur yang diperlukan dengan rata-rata kekurangan pegawai setiap
tahunnya berjumlah lebih dari 80 orang sedangkan jumlah keseluruhan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas PMD Provinsi Kalsel baru berjumlah
33 orang.



kahel

menunjang pencapaian kinerja secara maksimal

e Sarana Prasarana pada Dinas PMD Provinsi Kalsel yang masih belum

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMD Provinsi Kalsel

adalah sarana prasarana yang masih belum memadai dalam menunjang

Kinerja yang dilaksanakan seperti kurangnya ketersediaan komputer dan

laptop sehingga tidak jarang pegawai menggunakan laptop pribadi dalam

pengerjaan kegiatan kantor. Kondisi ini tergambar dalam tabel Usulan

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan Tahun 2021 sebagai

berikut:
KEBUTUHAN KEBUTUHAN RIIL
USULAN BARANG MILIK DAERAH MAKSIMUM BMD
NO PROGRAM/ KODE NAMA
KEGIATAN BARA | BARA | JM | satuan | UMLA | satuan | UM saTuan
LAH H LAH
NG NG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1, Kegiatan Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Angkutan Darat
Sepeda Motor
1 - Pengadaan Sepeda 2.3.15. Sepeda 4 unit 13 unit 13 unit
Motor Roda 2 1 Motor
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan
Alat Pendingin
2 - Pengadaan AC 2 PK 2.6.2.4. Ac. 8 unit 49 unit 49 unit
4 Split
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
Pengadaan Laptop dan
Komputer/PC Unit
3 - Pengadaan Lap Top 2.6.3.2. Lap Top 10 unit 13 unit 13 unit
2
4 - Pengadaan Komputer/P.C. 2.6.3.2. P.C. 13 unit 47 unit 47 unit
Unit 1 Unit
Belanja Modal Pengadaan
Printer
5 - Pengadaan Printer 2.6.3.4. Printer 13 unit 38 unit 38 unit
8
6 - Kemera 2.6.2.6. Camera 1 buah 5 buah 5 buah
21 Video
7 - Drone 2.6.2.6. Camera 1 unit 1 unit 1 unit
21 Video
8 - Proyektor 2.7.2.6. Slide 1 buah 6 buah 6 buah
3 Projecto
r
(Lapang
an)

2. Analisis Lingkungan Eksternal

instansi

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi

Kalimantan

Selatannamun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaaan instansi.




Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam
penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatandapat
memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan serta meminimalisir
ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program.
Adapun peluang—ancaman yang diidentifikasi oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
a. Peluang
e Adanya dukungan dari SKPD lain terhadap pencapaian kinerja
Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka Dinas PMD
Provinsi Kalsel perlu mendapatkan dukungan dari SKPD lain yang tergambar
pada crosscutting pohon kinerja. Beberapa SKPD dan indikator kinerja yang
mendukung pencapaian Dinas PMD Provinsi Kalsel antara lain:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Pemberdayaan
Perempuan dan Desa Ramah Anak di Desa, keterlibatan perempuan pada
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan penanganan perkawinan
anak di Desa

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait keberadaan taman bacaan dan
perpustakaan desa

- Dinas Pekerjaam Umum terkait dengan PAMSIMAS , saranan prasarana
dasar (jalan, jembatan, dll) di Desa

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan usaha

peningkatan ekonomi masyarakat desa

e Adanya kebijakan kabupaten/kota yang mendukung pencapaian desa mandiri
Upaya peningkatan status desa sebagai target kinerja selaras dengan kebijakan
kabupaten/kota yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota. Pada RPJMD
2017-2022 Kabupaten Balangan, peningkatan status desa merupakan bagian
dari misi RPJMDnya yakni mengintegrasikan infrastruktur wilayah yang
mendukung kemandirian desa dan penataan kota yang dicapai melalui
peningkatan status desa tertinggal menjadi berkembang dan desa berkembang
menjadi mandiri.

Pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut, Indeks Desa Membangun
(IDM) menjadi salah satu indikator Kinerja program prioritas yang
menyumbang pencapaian tujuan peningkatan upaya membina desa dan menata
kota. Pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Indeks Desa



Membangun (IDM) menjadi indikator sasaran dalam meningkatkan kapasitas
pemberdayaan kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan sumber
daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan
berkelanjutan.

RPJMD 2019-2024 Kabupaten Tabalong menempatkan IDM sebagai indikator
sasaran meningkatnya kualitas pembangunan desa pada tujuan memajukan
perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam
dan infrastruktur yang berkelanjutan dengan misi meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

b. Ancaman
e Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal
Meskipun jumlah desa dengan status desa tertinggal terus menurun setiap
tahunnya namun masih terdapat desa tertinggal dengan gambaran pada tabel

berikut:
REKAPITULASI DESA TERTINGGAL
N NAMA TAHUN 2016-2020
= KABUPATEN 2016 2018 2019 2020
1 | TANAH LAUT 81 55 15 4
2 | KOTABARU 114 94 55 28
3 | BANJAR 180 115 80 49
BARITO
4 KUALA 147 125 51 23
5 | TAPIN 84 61 21 11
HULU SUNGAI
6 SELATAN 87 39 12 2
HULU SUNGAI
7 TENGAH 100 45 17 9
HULU SUNGAI
8 UTARA 151 131 87 60
9 | TABALONG 64 54 11 6
10 | TANAH BUMBU 67 49 30 17
11 | BALANGAN 109 91 28 14
TOTAL 1184 853 407 223

Sumber : Data Indeks Desa Membangun 2016 s/d 2020
e Regulasi Pemerintah Pusat terkait kewenangan Provinsi atas desa yang tidak
konsisten maupun saling bertentangan
Terdapat perbedaan kewenangan Provinsi terkait desa terutama dalam
kaitannya dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalsel antara lain:



Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa

Kewenangan terkait penataan desa

Penetapan susunan Pemerintah, Pemmerintah Daerah Provinsi dan
kelembagaan, pengisian | Pemkab/kota dapat melakukan penataan desa
jabatan, dan masa jabatan | berupa pembentukan, penghapusan,

kepala desa adat penggabungan, perubahan status dan penetapan

berdasarkan hukum adat. | desa

Kewenangan terkait pembangunan kawasan perdesaan

Tidak terdapat | Pemerintah Provinsi ikut serta melakukan
pembahasan terhadap rancangan pembangunan
kawasan perdesaan

kewenangan

Kewenangan terkait BUMDesa

Tidak terdapat | Pemerintah Provinsi mendorong perkembangan
BumbDesa melalui pemberian hibah dan/atau akses
permodalan, melakukan pendampingan teknis dan
akses ke pasar dan memprioritaskan BUMDesa
dalam pengelolaan SDA di desa

kewenangan

Tabel 5.2 Tabel Identifikasi SWOT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL

Strenghts (Kekuatan)

Weaknesses (Kelemahan)

Tersedianya regulasi terkait Sumber daya aparatur yang terbatas
St Pemberdayaan Masyarakat dan Desa W1 dalam pelaksanaan program kegiatan

Indikator kinerja yang selaras dari level Sarana Prasarana pada Dinas PMD

pelaksana hingga kepala dinas dalam Provinsi Kalsel yang masih belum
52 upaya mencapai peningkatan status W2 menunjang pencapaian Kinerja secara

desa maksimal

Tersedianya  dukungan  dokumen
S3 perencanaan

IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL
Oppotunities ( Peluang ) Threats ( Ancaman)

Adanya dukungan dari SKPD lain Masih terdapat desa dengan status
01 terhadap pencapaian kinerja T desa tertinggal

Adanya kebijakan kab/kota yang Regulasi Pemerintah Pusat yang tidak
02 | mendukung pencapaian desa mandiri [ T2 | konsisten maupun saling

(data rpjmd kab, peraturan kab)

bertentangan (regulasi apa saja?)




BAB I11
ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Selatan

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah
upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya.
Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling
bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi
sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan
desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6
Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa serta memberikan
tanggung jawab tersendiri kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan
pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas PMD Provinsi Kalsel perlu terlebih
dahulu mengidentifikasi akar — akar permasalahan dan masalah yang dihadapi
selama ini. Identifikasi atas keduanya berperan penting untuk menetapkan isu — isu
strategis Dinas PMD Provinsi Kalsel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akar
— akar permasalahan dan masalah yang dapat diidentifikasi pada Dinas PMD
Provinsi Kalsel yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Akar Masalah, Masalah dan Masalah Pokok untuk
Penentuan Isu Strategis

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Urusan Bina Pemerintahan Desa

1. | Belum optimalnya | Belum optimalnya e Revitalisasi BUMDesa
pengelolaan peran BUMDesa di di desa masih rendah
lembaga ekonomi | desa
perdesaan

(manajemen usaha)

Belum optimalnya
pengelolaan pasar desa

o Belum adanya o Pembentukan jaringan
pembentukan kemitraan ekonomi desa
jaringan kemitraan masih rendah

ekonomi desa « Produk unggulan

o Belum optimalnya perdesaan masih rendah
produk unggulan

perdesaan o Kerjasama antar desa

dengan lembaga non
o Belum semua desa pemerintah masih
menerapkan rendah




No. | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
kerjasama desa
dengan lembaga
non pemerintah
Belum semua desa | Aparatur  desa  belum
mempunyai regulasi | memiliki kemampuan
tentang pembinaan dan | dalam menyusun regulasi
pengawasan tentang pembinaan dan
penyelenggaraan pengawasan
pemerintahan desa penyelenggaraan
pemerintahan desa
2. | Belum optimalnya | Belum semua Pembangunan Sumber Daya
peran dan fungsi | masyarakat desa Manusia dalam peningkatan
lembaga melakukan peningkatan | keberdayaan dan
kemasyarakatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial
pembentukan modal budaya masyarakat desa
sosial budaya di desa masih rendah
Belum optimalnya e Layanan  pendidikan,
sinergitas lintas sektor kependudukan, hunian
antara SKPD di yang layak dan
Provinsi dan Kabupaten kesehatan dan  gizi
mengenai peningkatan keluarga di perdesaan
layanan sosial dasar masih rendah
e Terdapat perkawinan
anak di bawah umur di
desa
e Terdapat
penyalahgunaan
NAPZA didesa
3. | Masih terdapat desa | ¢ Belumsemuadesa |e Desayang memiliki

dengan status desa
tertinggal dan
sangat tertinggal

melakukan
pengembangan
sarana dan
prasaranya untuk
mendukung
kawasan perdesaan
dalam bentuk
regulasi

o Belum optimalnya
pengelolaan desa
wisata

e Belumsemua
kabupaten
menerapkan desa
tematik

regulasi tentang
pembangunan kawasan
perdesaan masih rendah

e Pembangunan desa
menjadi desa wisata
masih rendah

e Pembangunan desa
menjadi desa tematik
(berciri khas) masih
rendah

Rendahnya
pengembangan
kawasan perdesaan
untuk mendorong

desa  belum
memiliki kemampuan
dalam menyusun regulasi
tentang pembinaan dan

Aparatur




No.

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

keterkaitan desa-kota

pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan desa

Rendahnya Indeks
Desa Membangun

Belum semua desa
mempunyai aparatur
desa yang memahami
pengelolaan
pemerintahan desa
dengan baik

Pemilihan kepala desa
masih belum dikelola
dengan baik

Belum terintegrasinya
perencanaan
pembangunan desa dan
perencanaan
pembangunan daerah

Laporan
pertanggungjawaban
Kepala Desa masih
belum baik

SOTK pemerintah desa
masih  belum  sesuai
dengan peraturan yang
berlaku

SOP pemerintah desa
masih belum ada

Belum semua desa
memiliki administrasi
keuangan dan aset desa
yang transparan dan
akuntabel

Terdapat desa yang
masih  belum tertib
terkait administrasi

pengelolaan aset desa

Terdapat desa yang
belum menerapkan
pengadaan barang dan
jasa secara terbuka
untuk public

Rendahnya Indeks
Desa Membangun

Belum semua desa
menerapkan sistem
administrasi
pemerintahan desa
berbasis ITE

Terdapat
belum
sistem
pengelolaan
desa

desa yang
menerapkan
informasi
keuangan

Terdapat desa yang
belum menerapkan
sistem informasi

pengelolaan aset desa

Terdapat desa yang
belum mendapatkan
jaringan internet




3.2  Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih 2021-2026
3.2.1 Visi Kepala Daerah 2021-2026
Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi
Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2021 - 2026 vyaitu: “Kalsel Maju (Kalimantan Selatan
Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”.
Untuk mendukung perwujudan visi tersebut terdapat tiga elemen utama
yang diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni Makmur
Sejahtera, Berkelanjutan dan Gerbang Ibukota Negara. Peran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan terhadap lima elemen utama
tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Lima Elemen Utama Prioritas Pemprov Kalimantan Selatan

Peran Dinas Pemberdayaan

Kondisi Lima Tahun Kedepan

Masyarakat dan Desa

Makmur Sejahtera, Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman dan

Sentosa

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di
desa secara jasmani, rohani, aman dan

sentosa

Berkelanjutan, Pembangunan dengan
memperhatikan keseimbangan antara sosial,

ekonomi dan lingkungan

Pembangunan desa dengan
memperhatikan pertumbuhan ekonomi

desa, menurunkan kemiskinan di desa dan

meningkatkan kualitas lingkungan di

desa.

Gerbang Ibukota Negara, Kalimantan Timur
ditetapkan sebagai ibukota Negara yang
Baru. Kalimantan Selatan dari letaknya yang

strategis menjadi Ibukota Negara Baru.

3.2.2 Misi Kepala Daerah 2021 - 2026

Berdasarkan visi dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan misi
pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 -
2026 sebagali berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur;
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata;

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian;

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik;

5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.



Misi-misi ini kemudian dijabarkan lagi dalam rencana proyek prioritas

daerah dalam tabel berikut:
Tabel 3.3 Misi dan Rencana Proyek Prioritas Daerah RPIMD

No Misi Rencana Proyek Prioritas Daerah

1. | Membangun Memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat melalui ketahanan
Sumber  Daya terhadap penyakit menular, penurunan perkawinan anak,
Manusia  yang stunting, AKI/AKB berbasis pemberdayaan dasawisma

Berkualitas dan
Berbudi Pekerti
Luhur

Meningkatkan pendidikan vokasi berbasis Link and Match
berkeluaran sesuai dengan dunia usaha

Beasiswa untuk masyarakat tidak mampu jenjang SMA dan S1.
Beasiswa S1, S2, S3 untuk ASN

Memperkuat Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan
keterampilan berbasis digital

Memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya

Meningkatkan Indeks Kepemudaan dan Prestasi Olahraga

2. | Mendorong Mendorong ekonomi syariah (memperkuat BAZNAS)
Pertumbuhan Hilirisasi Industri Pertambangan dan Pertanian
Ekonomi  yang Mengembangkan pariwisata berbasis alam (Ekowisata)
Merata Mendorong Ekonomi Kreatif Kearifan Lokal Berbasis Teknologi
Digital
Mendorong perdagangan berbasis Ekonomi Digital
3. | Memperkuat Pemenuhan sarana prasarana dasar untuk standar hidup layak
Sarana Pembangunan Kawasan Ekonomi Baru mendukung IKN
Prasarana Dasar Meningkatkan konektivitas kawasan pertumbuhan ekonomi
dan Pemenuhan sarana prasarana pendukung perekonomian
Perekonomian Penyediaan sumber energi terbarukan bagi pemenuhan
kebutuhan energi
Pemenuhan kecepatan akses internet dan pengurangan blank spot
4. | Tata Kelola Pengembangan Smart Province (Provinsi Cerdas)
Pemerintahan yg Mempermudah perijinan dengan Online Single Submission
Lebih Fokus (0S9)
pada Pelayanan Menjaga stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan
Publik (Polhukam)
5. | Menjaga Pembangunan ramah lingkungan
Kelestarian Revolusi Hijau

Lingkungan dan
Memperkuat
Ketahanan

Bencana

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Pengendalian banjir

Pengendalian pencemaran lingkungan




Pembangunan Kalimantan Selatan pada RPJM Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan
RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang fokus pada
pemantapan fondasi pembangunan daerah tentunya akan menuntut perhatian lebih,
karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam
rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan ketiga dari RPJP Daerah, dan
juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian

dari upaya pencapaian visi RPJMD dan memiliki peran pada misi 2, 4 dan 5.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin
memperkuat posisi penting pemerintah desa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa dan
kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi
pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa RPJMN 2020 - 2024

Arah Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong

kebijakan | transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa

Strategi | 1. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas
aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang
inklusif;

2. Penetapan batas desa;

3. Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan dan
kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMdes Bersama;

4. Peningkatan pelayanan dasar desa;

5. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan
produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai
pendamping local desa; dan

6. Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan

pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

Adapun isu strategis yang dimiliki oleh Kementerian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:



Tabel 3.5 Isu Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi RI

Aspek Isu-isu Strategis
Ekonomidan | « Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama
Investasi e Rendahnya akses modal untuk usaha di perdesaan
e Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam local sebagai
produk unggulan perdesaan
o Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan
investasi
Sosial, e Belum optimalnya penanganan stunting di desa
Budayadan |e Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan
Lingkungan | e Potensi konflik pertanahan
o Memudarnya nilai-nilai kearipan lokal, gotong royong, dan modal
sosial
e Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan clear
and clean (2C) serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak
huni, layak usaha, layak berkembang
o Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan
(pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolan sampah,
polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana)
Sarana dan o Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan,
Prsarana transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi,elektrifiksi)
o Kurangnya aksesibitas dan konektivitas antar desa dalam kawasan
dan antar kawasan
e Belum optimalnya infrastrukur digitalisasi perdesaan (desa online)
o Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan
kawasan perdesaan
Tatakelola e Masih belum optimalnya pemanfaatan dana
(manajemen) | « Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M di

perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi

Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan
perdesaan

Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal
Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa,
kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi)

Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan

Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada




Aspek Isu-isu Strategis

masyarakat, pemanfaatannya dan keberlanjutannya
o Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam

mendukung good governance

Salah satu kebijakan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi RI yakni adanya Indeks Desa Membangun (IDM) yang
merupakan Indeks Komposit dengan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial,
Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Ekonomi
dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan
dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk
menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di
mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan
menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan,didasarkan dan memperkuat
nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi
sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan
sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses
dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa
berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta
Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi
dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah
sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah
Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada maka disusun target Kinerja
Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang nantinya menjadi dasar bagi kinerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel dengan detail sebagai berikut:




Tabel 3.6 Target Kinerja Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang

Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan/Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Target

2022 | 2023 | 2024

Satuan

Mendorong terwujudnya desa berkembang dan mandiri serta kolaborasi

perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara

berkelanjutan

a. Berkembang nya | Jumlah desa | 3.944 | 5.444 | 6.444 Desa
status mandiri
pembangunan desa | Jumlah desa | 56.791 | 58.291 | 59.291 Desa
berkembang
Jumlah desa | 14.402 | 11.652 | 9.152 Desa
tertinggal
b.  Meningkatnya | Nilai rata-rata | 55,5 57,2 | 58,70 Nilai
status indeks
perkembangan perkembangan 62
Kawasan Kawasan
Perdesaan Perdesaan
Prioritas Nasional
(KPPN)
Nilai rata-rata | 54 55,5 57 Nilai
indeks
perkembangan 30
Kawasan
Perdesaan
Prioritas
Kementerian
c.Menurunnya Persentase 11,60 | 10,80 | 9,90 Persen
angka kemiskinan | kemiskinan di tase

di perdesaan

perdesaan

Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah

tertinggal dan Kawasan Transmigrasi

a.Terevitalisasi nya
BUMDesa

Jumlah BUMDesa | 7.500 | 9.000 | 10.000 | BUMDesa
berkembang
Jumlah BUMDesa | 1.150 | 1.450 | 1.800 | BUMDesa

maju




Tujuan/Sasaran Indikator Target Satuan
Strategis Kinerja 2022 | 2023 | 2024
b.Terevitalisasi nya | Jumlah BUMDesa | 245 270 300 | BUMDes
BUMDesa Bersama ma
Bersama berkembang
Jumlah BUMDesa | 155 175 200 | BUMDes
Bersama maju ma
c.Meningkatnya Persentase 1,75 2 2,50 | Persentase

investasi di kenaikan investasi
perdesaan di perdesaan
mendukung

transformasi

ekonomi

Sumber : Dokumen Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020 s/d 2024

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan salah satu
kementerian/lembaga yang berbasis kewilayahan dengan target sasaran desa priotitas
sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, kemudian dari 271
kawasan perdesaan ditetapkan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan
30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian. Lokus Kawasan Perdesaan Prioritas

tersebut pada Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Lokus Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian pada
Provinsi Kalimantan Selatan

No. Tema Lokus Kabupaten Kawasan

1. | Distribusi Lokus Prioritas 62 Barito Kuala | Kawasan Perdesaan
Kawasan Perdesaan Prioritas Pertanian Tanaman Pangan
Nasional Banjar Kawasan Perdesaan

Agrominapolitan

2. | Distribusi Lokasi Kawasan Hulu Sungai | Kawasan Perdesaan Sentra
Perdesaan Prioritas Selatan Industri Makanan Ringan
Kementerian

Sumber : Dokumen Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020 s/d 2024

Adapun isu strategis selanjutnya dari Kementerian Dalam Negeri adalah
sebagai berikut:
a. Masih rendahnya efektivitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerinatahan desa




b. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola
pemerintahan desa

c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara
pemerintah desa kepada masyarakat

d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam
penyelenggaran pemerintahan desa

e. Masih lemahnya koodinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa

f. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa

g. Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi desa swasembada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD Provinsi
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Konsep Pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh
beberapa kebijakan nasional antara lain optimalisasi jalur Alur Laut Kepulauan
Indonesia |1, rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, rencana
pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah dan kecenderungan peralihan dari
ekonomi ekstraktif menuju non ekstraktif serta potensi pengembangan sektor
kelautan dan pariwisata. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi dan
kolaborasi melingkupi pemenuhan kebutuhan mobilitas, infrastruktur untuk ekonomi
yang terintegrasi serta mewujudkan lingkungan wilayah yang sehat, cerdas dan

efisien.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sendiri merupakan
serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan
bahwa kaidah pembangunan yang berkelanjutan telah dijadikan dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan wilayah. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan
dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
yakni:

a. Prinsip saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku
kepentingan dan antar kesatuan ekosistem;

b. Prinsip keseimbangan yakni keselarasan proporsional antara kepentingan
ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup/ekologi;

c. Prinsip keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi

maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah



Pada laporan KLHS RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2021 s/d 2026,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran dalam rekomendasi

skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya tambahan

sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rekomendasi Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan dengan Upaya Tambahan

Target Tujuan Berkelanjutan

Isu Strategis

Rekomendasi 2021-2026

Secara progresif mencapai dan
mempertahankan pertumbuhan
pendapatan penduduk yang
berada di bawah 40% dari
populasi pada tingkat yang lebih
tinggi dari rata-rata nasional.

Masih adanya desa
tertinggal

- Peningkatan PAD Desa,

- Peningkatan Infrastruktur
Perdesaan,

- Peningkatan Kapasitas SDM
dan Aparatur Desa,

- Peningkatan Kualitas Data
Pembangunan Desa

Selanjutnya implikasi dari keberadaan RTRW dan KLHS terhadap

pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pemangku kebijakan

dapat digambarkan pada sebagai berikut:

Tabel 3.7 Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No. | Telaahan Per.masalahan Faktor
Dinas PMD Penghambat Pendukung
1. | Implikasi Perlunya Dinas PMD | Dokumen - Terdapat kegiatan-
RTRW Provinsi Kalsel | RTRW masih kegiatan pendukung
melakukan pembinaan | belum di Dinas PMD
terkait penggunaan | sepenuhnya untuk  melakukan
RTRW sebagai dasar | dimanfaatkan pembinaan  dalam
perencanaan desa dalam mendorong
perencanaan pemanfaatan
desa dokumen RTRW
oleh desa
2. | Implikasi Masih adanya desa | - Belum Indeks Desa
KLHS tertinggal maksimalnya Membangun (IDM)
pencapaian menjadi dasar
target desa penghitungan bagi
tertinggal yang | pencapaian kinerja
telah Kenaikan status
ditetapkan desa tertinggal
setiap tahunnya | menjadi desa
berkembang
menjadi indikator
Kinerja utama




3.5  Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan

identifikasi

permasalahan, telaahan RPJMD Provinsi

Kalimantan Selatan, Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga Pusat dan

telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPIJMD dapat disimpulkan isu —

isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2021 s/d 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Kalimantan Selatan

Isu Strategis

Masalah Pokok

Rendahnya tingkat
perkembangan desa

Rendahnya penyusunan regulasi pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

dalam mengelola pemerintahan desa

Rendahnya pengelolaan keuangan dan aset desa
yang akuntabel dan transparan

Kurangnya desa yang menerapkan sistem
pelayanan administrasi pemerintahan desa
berbasis ITE

Belum optimalnya peran
lembaga kemasyarakatan pada

pembangunan desa

Belum optimalnya pembangunan sumber daya
manusia, peningkatan keberdayaan, dan
pembentukan modal sosial budaya masyarakat

Desa

Belum optimalnya sinergisitas lintas sektor

dalam layanan sosial dasar

Rendahnya Kapasitas
Perekonomian Masyarakat

Desa

Belum optimalnya revitalisasi BUMDesa

Rendahnya pengelolaan pasar desa

Rendahnya pembentukan jaringan kemitraan

ekonomi desa

Belum optimalnya
pengembangan kawasan

perdesaan

Rendahnya pengelolaan keberlanjutan

lingkungan perdesaan berwawasan lingkungan

Rendahnya pengembangan kawasan perdesaan

untuk mendorong keterkaitan desa-kota




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Demi mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan

tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni:

4.1.1. Menurunnya status desa tertinggal

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan

status desa tertinggal menjadi desa berkembang sebagai berikut :

tertinggal dan
sangat tertinggal

Permasalahan KXC\?;IS : Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
RPJMD
Masih terdapat
desa dengan
status desa 223 125 30 38 30 0 0

4.1.2. Meningkatnya status desa menjadi mandiri
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan

status desa maju menjadi desa mandiri sebagai berikut :

desa mandiri

Permasalahan KXC\?z;IS : Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
RPJMD
Belum semua
desa menjadi 6 28 38 48 58 68 78




TABEL T-C 25
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TARGET
TUJUAN ISU STRATEGIS SASARAN INDIKATOR
SASARAN 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1. Menurunnya Rendahnya tingkat Meningkatnya desa Persentase desa dengan | 14% 14% - - - -
status Desa perkembangan desa dengan tata kelola tata kelola
Tertinggal pemerintahan desa pemerintahan desa
2. Meningkatnya yang baik yang baik
status desa Meningkatnya Indeks Kepuasan - - 62 64 66 68
menjadi Desa kepuasan atas Pelayanan
Mandiri pelayanan Pemerintahan Desa
3. Meningkatkan Pemerintahan Desa
kualitas Belum optimalnya peran | Meningkatkan Indeks | Indeks Ketahanan 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83
) lembaga . .
pelayanan publik kemasyarakatan  pada Ketahanan Sosial Sosial
pembangunan desa
Rendahnya kapasitas | Meningkatnya Indeks | Indeks Ketahanan 0,58 0,60 0,61 0,62 0,64 0,65
perekonomian desa Ketahanan Ekonomi | Ekonomi
Belum optimalnya | Meningkatnya Indeks | Indeks Ketahanan 0,68 0,69 0,77 0,78 0,79 0,80
pengembangan kawasan Ketahanan Lingkungan
perdesaan
Lingkungan




TARGET

INDIKATOR
TUJUAN ISU STRATEGIS SASARAN
SASARAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Belum optimalnya | Meningkatnya Indeks Kepuasan 85 80 100 100 100 100
kapasitas dan kualitas | Indeks Kepuasan | terhadap Layanan poin | poin | poin | poin | poin | poin

pelayanan  aparatur
dalam mendukung
efektivitas tata kelola
pemerintahan daerah

terhadap Layanan
Kesekretariatan

Kesekretariatan




Perangkat indikator dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan
berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka
kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi
menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa
untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan,
didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan
dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam
konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang
memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa
berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta
Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi
dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah
sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah
Desa vyaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan
Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan
Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

1. Indeks Ketahanan Sosial, dilengkapi dengan data pada bagian kesehatan yang
terdiri dari data ketersediaan sarana kesehatan, rumah sakit, rumah sakit bersalin,
puskesmas rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, rumah
bersalin, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek dokter, tempat praktek
bidan, apotik, ketersediaan tenaga kesehatan bidan, ketersediaan tenaga kesehatan
dokter, ketersediaan tenaga kesehatan lainnya, akses ke poskesdes/ polindes dan
posyandu, tingkat kepesertaan BPJS/JKN/KIS, derajat kesehatan dan gizi buruk,
sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK), pengukuran tikar pertumbuhan usia
anak 0 — 23 bulan, dan kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan
stunting bagi 1000 HPK. Pada bagian pendidikan, dilengkapi dengan data terkait
akses ke pendidikan dasar dan menengah, data tingkat pendidikan, akses ke
pendidikan non-formal usia 3 — 5 tahun, dan akses pengetahuan, modal sosial,
keamanan warga, kesejahteraan sosial. Pada bagian permukiman, dilengkapi
dengan data terkait akses air bersih dan air minum, akses sanitasi, akses listrik,
dan akses informasi dan komunikasi. Indeks Ketahanan Sosial didukung dengan
indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah lembaga kemasyarakatan di desa yang terfasilitasi dalam

peningkatan kapasitas dan diberdayakan;



b. Jumlah desa yang memiliki peningkatan keberdayaan kesehatan;

c¢. Jumlah desa yang memiliki peningkatan solidaritas sosial;

d. Jumlah desa yang memiliki peningkatan kebudayaan dan kesejahteraan
masyarakat desa.

2. Indeks Ketahanan Ekonomi, dilengkapi dengan data terkait keragaman produksi
masyarakat desa, akses ke pusat perdagangan, akses distribusi / logistik, akses
Lembaga keuangan, ketersediaan Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah.
Indeks Ketahanan Ekonomi didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah desa yang mengalami peningkatan lembaga ekonomi desa;
b. Jumlah desa yang mengalami peningkatan keragaman produksi masyarakat
desa.

3. Indeks Ketahanan Lingkungan, dilengkapi dengan data terkait kondisi lingkungan
dan potensi bencana. Indeks Ketahanan Lingkungan didukung dengan indikator
Kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah desa yang memiliki peningkatan sarana prasarana desa dan kawasan
perdesaan;
b. Jumlah desa yang memiliki peningkatan sumber daya alam.

Indeks Desa Membangun selain Indeks Ketahanan Sosial, Indeks
Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan perlu dilengkapi pula
dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui dua sasaran yakni
meningkatnya desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik kemudian pada
tahun 2023 dilanjutkan oleh peningkatan kepuasan pelayanan pemerintahan dengan
indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah desa yang mengalami peningkatan pengelolaan administrasi
pemerintahan desa dengan baik;

b. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antardesa;

c. Jumlah desa yang mengalami peningkatan pengelolaan administrasi
keuangan dan asset desa dengan baik;

d. Jumlah desa yang berprestasi;

€. Jumlah desa yang memiliki profil paling terbaru.
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Strategi

bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Rumusan strategi

merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

yang kemudian dipertegas dengan keberadaan arah kebijakan.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Kalsel tentunya harus sejalan dengan tema pembangunan Rencana

dan arah kebijakan merupakanrumusan perencanaan tentang

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026.

Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026

2022 2023 2024 2025 2026
Memantapkan | Penguatan Peningkatan Pemantapan Mewujudkan
pemulihan daya  saing | kualitas daya | kualitas daya | kemandirian
ekonomi dan | SDM untuk | saing daerah | saing daerah | daerah
sosial dengan | meningkatkan | untuk menuju menuju
memperhatikan | perekonomian | mendukung kemandirian | Kalimantan
lingkungan berkelanjutan | sektor utama | melalui Selatan yang

yang sinergi | intensitas makmur dan
dengan kerjasama sejahtera
kebijakan yang
nasional mendukung

pembangunan

Tema Pembangunan ini menjadi dasar bagi arah kebijakan pembangunan

Provinsi Kalimantan Selatan.




Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026

2022 2023 2024 2025 2026
Menguatkan | Peningkatan Peningkatan | Pengembangan | Memantantapkan
pijakan kualitas SDM | kualitas kualitas SDM | kualitas SDM dan
menuntaskan | (seluruh aspek) | SDM  dan | dan prasarana | prasarana wilayah
Pandemi dalam prasarana wilayah menuju Kalsel
COVID-19 mendukung wilayah mendukung MAJU (Makmur,
dengan perekonomian | mendukung | perekonomian | Sejahtera dan
perkuatan yang sektor-sektor | berkelanjutan | Berkelanjutan)
SDM berkelanjutan | unggulan berpedoman
(Khususnya dengan tetap | daerah dan | pada
kesehatan memperhatikan | kebijakan pencapaian
masyarakat) | kelestarian nasional Pembangunan
dan mulai | lingkungan yang Global (SDGs)
peningkatan dilaksanakan
perekonomian di Kalsel

skala besar

Keselarasan Visi, Misi RPIMD 2021-2026 Kalimantan Selatan dengan

tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Kalimantan Selatan tergambar dalam tabel berikut:




Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel

VISI : “Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”

MISI 2 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata

TUJUAN: Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

SASARAN: Meningkatnya Pendapatan masyarakat

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1. Meningkatnya status Desa
Tertinggal menjadi Desa

Berkembang

2. Meningkatnya status Desa Maju

menjadi Desa Mandiri

1. Meningkatnya Indeks Ketahanan

Ekonomi

a. Meningkatkan kapasitas perekonomian
lembaga dan masyarakat desa

. Peningkatan kapasitas Badan

Usaha Milik Desa (BUMDesa)
dan Badan Usaha Milik Desa
Bersama (BUMDesma) baik
dari segi permodalan maupun
SDM

. Pengembangan pasar desa
. Pengembangan produk

unggulan desa

. Pengembangan kawasan

ekonomi perdesaan

. Pembinaan terhadap Lokus

Prioritas Kawasan Perdesaan

Nasional di Provinsi Kalsel

pada:

- Kawasan Perdesaan
Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Barito Kuala




- Kawasan Perdesaan Agro
Minapolitan Kabupaten
Banjar

MISI 4 Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik

TUJUAN: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

SASARAN: Meningkatnya Pelayanan Publik

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1. Menurunnya status desa tertinggal
2. Meningkatnya status desa menjadi

desa mandiri

1. Meningkatnya desa dengan tata
kelola pemerintahan desa yang
baik

2. Meningkatnya kepuasan atas

pelayanan Pemerintahan Desa

a. Meningkatkan kapasitas pemerintahan
desa

. Penataan desa
. Peningkatan pelayanan

pemerintahan desa

. Fasilitasi penyusunan peraturan

kabupaten terkait desa

. Peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan desa

. Fasilitasi produk hukum desa
. Fasilitasi keuangan dan aset

desa

. Fasilitasi pemilihan,

pengangkatan dan
pemberhentian kepala desa

. Peningkatan pengembangan

desa

. Fasilitasi inovasi desa

1. Meningkatnya Indeks Ketahanan

Sosial

a. Meningkatkan peran lembaga
kemasyarakatan di desa

. Peningkatan kapasitas lembaga

adat




. Peningkatan kapasitas LPM
. Peningkatan kapasitas Kader

Pemberdayaan Masyarakat

MISI 5 Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

TUJUAN: Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Tujuan
1. Meningkatnya status Desa
Tertinggal menjadi Desa
Berkembang

2. Meningkatnya status Desa Maju

menjadi Desa Mandiri

Meningkatnya
Lingkungan

Indeks

Ketahanan

. Meningkatkan pengembangan kawasan

perdesaan

. Meningkatkan upaya pemulihan SDA di

desa

. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna

. Peningkatan sarana prasarana

perdesaan

. Peningkatan kawasan perdesaan

di kabupaten/kota

. Peningkatan kapasitas peran

kelompok masyarakat desa
dalam pemulihan SDA

. Peningkatan kapasitas

Posyantek terkait Teknologi
Tepat Guna




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusunlah rencana

program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode Rencana Strategis
2021-2026 sebagai berikut:

Nilai SAKIP Dinas PMD A A
Persentase Penatausahaan

Keuangan dan Aset Lod 0%
Persentase Pelayanan Umum dan

Kepegawaian a5 &3

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

2 |13 {01102 [ 01 [penyediaan Gajidan Tunjangan ASN egiatan bulan Rp 5.496.537.996 12 bulan | Rp 5.496.537.996  Dinas PMD SKPD

sumlah bulan berjalannya
2 |13 {01102 | 02 |Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN kegiatan penyediaan bulan Rp 157.200.000 12 bulan | Rp 157.200.000  Dinas PMD SKPD
pelaksana tugas ASN

2|13 fo1 |10z 05 inasi K Akhir Tahun SKPD :i':':u""'“m"k"‘"w""g bulan Rp 143.418.000 12 buan | Rp 143.418.000




|Jumlah pakaian kerja yan;
diadaka'; o w * ---------- e A4 ZS.DSD.DW

2 (1301|106 | 01 di istrik/ i i i listrik} bulan Ro 29.966.800| 1 bulan Rp 29.966.800 Dinas PMD SKPD
penerangan kantor

Jumiah bulan berjalannya
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kegiatan penyediaanperalatan bulan Ro 80.360.400 12 bulan Rp 80.360.400 Dinas PMD SKPD
dan perlengkapan kantor

3
5

[Jumlah bulan berjalannya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor kegiatan penyediaanbahan bulan Rp 325.906.400| 12 bulan | Rp 325.906.400| Dinas PMD SKPD
logistik kantor

5
2

|lumlah bulan berjalannya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kegiatan cetakan bulan Rp 39.999.800 12 bulan Rp 39.999.800 Dinas PMD SKPD
danpenggandaan

]
2

umlah bulan berjalannya
2 (1301|106 | 06 di h: i liaan bahan dz bulan Rp 18.700.000| 1 bulan Rp 18.700.000| Dinas PMD SKPD
peraturan perundangundangan

|lumlah bulan berjalannya
kegiatan fasilitasi kunjungan tamu

E3
2

Fasilitasi Kunjungan Tamu bulan Ro 982.035.000} 1 bulan Rp 982.035.000} Dinas PMD SKPD

Jumiah bulan berjalannya
2 (1301|106 | 09 inasi i SKPD i bulan Ro 982.035.000} 1 bulan Rp 982.035.000} Dinas PMD SKPD
oordinasidan konsultasi

umlah bulan berjalannya
Dukungan i

SKPD [pemerintahan berbasis elektronik
SKPD

bulan Rp 72.500.000 12 bulan Rp 72.500.000| Dinas PMD SKPD

[Jumlah peralatan dan mesin
lainnya yangtersedia

Dinas PMD

S
S

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya buah Rp 265.249.900| 50 buah Rp 265.249.900|




02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah berjalannya kegiatan
penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air danlistrik

252.000.000

252.000.000]

Dinas PMD SKPD

04

21301108 | 0:

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

lumlah bulan berjalannya
kegiatan penyediaanjasa
pelayanan umum kantor

Jumlah bulan berjalannya
kegiatan penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan pajak
dankendaraan dinas

bulan

1.000.000.000

614.870.000

12

bulan

1.000.000.000}

614.870.000|

Dinas PMD SKPD

Dinas PMD SKPD

2 (13)011.08] of

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah bulan berjalannya
kegiatan pemeliharaan peralatan
dan mesin lainnya

bulan

123.680.000

n

bulan

123.680.000]

Dinas PMD SKPD.

21301 |108 09

lumlah gedung kantor dan
N L o

Lainnya

dan direhabilitasi

Jumlah aparatur desa yang
mengetahui pelaksanaan
penataan desa

bulan

Rp

103.916.000

272.188.000

12

44

bulan

orang

103.916.000]

272.188.000]

Dinas PMD SKPD

Dinas PMD 13Kab/Kota




o1

Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lint:

Jumlah aparatur yang mampu
mengidentifikasi

yang
dikerjasamakan.

199.076.000|  Dinas PMD.

13Kab/Kota

03

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumiah sarana prasarana
perdesaan yang dibangun
dan diperbaiki

[lumiah aparatur desa yang
mampu mengelola

1.445.483.800)  Dinas PMD

13 Kab/Kota

2|13 |04 101 | 02 [PembinaanManajemen Pemerintahan Desa orang Rp 273.140.400 4 oang | Rp 273.140.400|  Dinas PMD 13Kab/Kota
[sumlah aparatur desa yang
mampu mengelola
2 (13|04 [ 101 | 03 |Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa oumengelols orang Rp 205.143.400 55 omang |Rp 205.143.400|  Dinas PMD 13Kab/Kota
administrasi pemerintah desa
Jumlah aparatur desa yang
2|13 |04 [ 101 | 05 |Fasilitasi Pengelolaan k D teramel dalam sistem [ 203.806.000 33 [ 203.806.000(  Dinas PMD 13 Kab/Kot
asilitasi Pengelolaan Keuangan Desa evanganess orang P 806, orang | Rp 806, inas ab/Kota
[1umiah desa dengan
2 (13|04 [ 101 | 06 |Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa sl desa Rp 180.764.000 33 desa |Rp 180.764.000  Dinas PMD 13Kab/Kota
dengan regulasi
[Jumlah desa yang berpresta: desa 6 desa
il o 4
Jumiah kelurahan yangberpestasi [ kelurahan 6 kelurahan
[1umiah desa yang memiliki profil
2|13 |04 [ 101 | 09 |Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan Wlmwbw: © ? desa Rp 194.007.900 50 desa |Rp 194.007.900|  Dinas PMD 13Kab/Kota
. UM Desa Jumiah BUMDESA yang maju buah 50 buah
2 (13 foa 101 | s | e dan Lembaga Keriatama antor et Rp 2.442.861.600 Rp 2.442.841.600|  Dinas PMD 13Kab/Kota
lumiah Pasar Desa yang aktif buah 50 buah




4% Rp 5.857.038.400 14%

kemasyarakatan yang aktif

2|13 05 [ 101 | 01 |identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat " o adatdanbudaya buah Rp 672.603.400 1 buah | Rp 672.603.400|  Dinas PMD 13Kab/Kota
esa yang akti
it penatasn, Jumlah xader:mhemayaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Yang
2 1305 101 | 02 mampu dalam penanganan desa Rp 1397.340.800 200 desa [Rp 1397.340.800|  Dinas PMD 13KabKota
dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat !
Prevalensi Stunting dan
Hukum Adat
perencanaan pembangunan desa
Posyandu yangdibina
7.
P orang 15 orang
Lembaga o Yeng
2 13|05 | 1.01 | 03 |Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunal, imonitoring dan Kabfkota Ro 842.800.000 13 kabkota |Rp 842.800.000|  Dinas PMD 13Kab/Kota
dievaluasiterkait SIP
Lembaga Adat
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan buah 7 bun
Desa yangaktif
lumlah kerjasama antar desa
" ’ p )
2|13 |05 | 101 | g5 [fasiitasi Pengembangen Usaha ; onPemerintah . buah Rp 709.958.300 50 buah | Rp 709.958.300(  Dinas PMD 13KabKota
Desa dalam Meningkatkan Pendapatan AsliDesa ekonomi perdesaan
sumlah kelompok masyarakat
desayang
diberdayakan dalam pemulihan P 5 elompok
dan pemanfaatan
sumber daya alam
2 [13] 05 | 101 | 06 |Fasiltasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ) 1.155.942.600 Ao 1155.942.600|  Dinas PMD 13Kab/Kota
[lumlah Teknologi Tepat Guna yang,
dimanfaatkan
oleh masyarakat desa
umlah Teknologi Tepat Guna yang buah 30 buah
dimanfaatkan
oleh masyarakat desa
2 |13 fos | 101 | og [P0 ks " yane buah Rp 359.993.300) 59 buah | Re 359.993.300|  Dinas PMD 13 Kab/Kota
Masyarakat Desa aktif
Fasiltasi " )
2 [13]0s |01 o Jumiah PKK yang berprestasi PRK Rp 718.400.000 FER T 718.400.000|  Dinas PMD 13 Kab/Kota




[umian dokumen perencanaan

Nitai SAKIP Dinas PMD a
ersentase Penatausshasn

Kouangan dan Aset 0%
ersentase Pelayanan Umum dan 0%

Kepegawaian

Kineria
vang disusun

Evaluasi Kineria perangkat Dacran

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

umian dokumen petaporan yang.
aiusun

kegiatan penyed

penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

kegiatan penyediaan

mian aporan keuangan yang
aizusun

[ umiah pakaian kerja yang.
aiadakan

tihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

umiah kegiatan pendidikan dan
pelatinan pegawai berdasarkan
cugas dan fu

umiah bulan berjatannya

penerangan kantor

Penyediaan peratatan dan Periengkapan Kantor

sumiah bulan berjatannya
k vediaanperalatan

penyediaan Bahan Logistik kantor

1umtan butan berjatannya
keglatan penyediaanbahan
logiatik kantor

penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

[ umiah butan berjatannya
kegiatan cetakan dan
pongzand:

[ umiah butan beriatannya
b,

ahan dan
peraturan perundang-undangan

sumiah buan berjatannya
jatan fasilitasi kunjungan tamu

sumian bulan berjatannya

Koordinasi dan kansultast

penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPO.

sumian bulan berjatannya
kegiatan penatausahaan arsip
dinamis pada skPo

Jumian butan berjatannya

pemerintahan berbasis elektronik
skro

2 dokumen | R
12 R
2 dokumen | Ro
12 butan | Re
12 buen | me
1 taporan | Re
86 buan | e
2 kegatan | R
12 buan | e
12 buan | Re
12 buan | me
12 buan | me
12 buen | me
o buan | Re
12 buen | me
12 buen | me
12 buan | Re




2 |13 01| 107 | 01 Dinas i i 0 buah | Rp R o buah | Rp | oinasemo SkPD

2 |13 | 01| 107 | 05 |pengadaanmebel sumiah mebel yang tersedia s buah [ Rp 42.500.000, 8 buah | Rp 42.500.000|  Dinas PMD. SkPD
e sumiah peralatan dan mesin

2 |13 01| 107 | 06 |pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya \ 3 buah [ Rp 52.748.000 3 buah | Rp 52.748.000|  Dinas PMD SkPD

sumiah berjalannya kegiatan
2 |13 | 01| 108 | 02 |penyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik penyediaan jasa komunikasi, 12 bulan [ Rp 228.000.000/ 12 bulan | Re 228.000.000|  Dinas PMD SKPD
sumber daya air dan listrik

Jumiah bulan berjalannya
2 |13 | 01| 108 | 04 |penyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor kegiatan penyediaanjasa 12 bulan [ Rp 710.323.000 12
pelayanan umum kantor

bulan | Rp 710.323.000|  Dinas PMD SKkPD

sumiah bulan berjalannya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kegiatan penyediaan jasa
2 [13| 01| 108 [ 02 |Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan pemeliharaan, biaya 12 bulan [ Rp 615.890.000 12 bulan | Rp 615.890.000|  Dinas PMD SKPD
Dinas Operasional atau Lapangan pemeliharaan pajak

dankendaraan dinas

Jumiah bulan berjalannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kegiatan pemeliharaan peralatan 12 bulan [ Rp 122.800.000] 12
dan mesin lainnya

~
2
H
K

bulan | Rp 122.800.000|  Dinas PMD SKPD

Jumiah gedung kantor dan
2 |13 01| 108 | 0o Lainnya 12 bulan [ Rp 400.000.000 12 bulan | Rp 400.000.000|  Dinas PMD. SkPD
dan direhabilitasi

Jumiah desa yang diidentifikasi,

[r— vasyaraka

2 |13 |02 | 101 01 " yarakat o desa Rp | o desa | Rp
kum adat
umiah desa yang itasicsi

2 |13 ] 02 | 101 | 02 |sasitasiketembagaan Desa dan Desa Adac pumiah desa yaogaieil 0 e | | PR




2 |13 |02 | 101 | 03 [rasititasi dan penataan Desa [Jumlah desa yang melaksanakan

a desa | Ro 117.528.000| 44 desa | Rp 117.528.000|  Dinas PMD SKPD
penataan desa sesuai regulasi
sumah desa yang menyediakan
2 13|02 101 | 04 [Penyediaan Prasarana dan sarana 0 desa | Ro i 0 desa |Ro | oinasemo SKPD
ahan desa

2 [13]03| 101 | 01 |Fasilitasi Kerj tar Desa Lint Jumlah desa yang terfasilitasi 52 desa | Ro 94332800 52 desa |Rp 94332.800|  Dinas PMD SKPD
dalam kerja sama antar desa
[sumlah kerjasama desa yang

2 {1303 |01 | 02 si Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga difaslitasi dengan pihak ketiga 3 buah | Rp 242.685.000 3 buah [ Re 242.685.000|  Dinas PMD SKPD
sumlah kawasan perdesaan yang.

2 |13 ]03| 101 | 03 |Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan " 3 buah | Rp 7.997.343.900
dibangun

3 buwah | Re 7.997.343.900|  Dinas PMD SKPD




101

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/wali kota yang Mengatur Desa

sumiah kabupaten yang
melakukan penyusunan peraturan
daerah yang mengatur desa

kabupaten

kabupaten

Dinas PMD

SKPD.

Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa

[sumiah desa yang dibina terkait

manajemen desa

desa

151.936.700

desa

151.936.700,

Dinas PMD

SkPD.

101

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

sumiah desa yang difasilitasi
terkait produk hukum desa

desa

94.332.800

desa

94.332.800]

Dinas PMD

SKPD.

101

g

1umiah desa yang difasilitasi

Fasilitasi Penyusunan, .
Pembangunan Desa

Pelaksanaan dan Pengawasan
Pembangunan Desa

desa

desa

Dinas PMD

SKPD.

101

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

sumiah desa yang difasilitasi
terkait pengelolaan keuangan
desa

desa

140.619.000

desa

140.619.000,

Dinas PMD

SKPD.

101

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

sumiah desa yang difasilitasi
terkait pengelolaan aset desa

desa

153.052.000

desa

153.052.000,

Dinas PMD

SKPD.

1.01

Fasilitasi Pemilihan, Kepala Desa

sumiah desa yang difasilitasi

dan pemberhentian kepala desa

desa

desa

Dinas PMD

SkPD.

101

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Jumlah desa yang berprestasi

[sumiah kelurahan yang berpestasi

desa

kelurahan

377.018.000

desa

377.018.000,

Dinas PMD

SKPD.

kelurahan

Dinas PMD

SKPD.

101

Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan

sumlah desa yang difasilitasi
terkait pelaksanaan profil desa
dan kelurahan

desa

147.720.900

desa

147.720.900,

Dinas PMD

SKPD.

1.01

s

Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

[sumiah desa dengan aparatur
pemerintahan desa yang dibina

desa

desa

Dinas PMD

SkPD.

101

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

sumiah desa yang dibina terkait
peningkatan kapasitas anggota
)

desa

74.981.200

desa

74.981.200]

SKkPD.

101

Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan,
Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis

1umlah desa yang dibina terkait
percepatan pembangunan desa
melalui bantuan keuangan,
bantuan pendampingan dan
bantuan teknis

desa

56.384.000

desa

56.384.000]

Dinas PMD

SKPD.

101

sumlah desa yang melaksanakan

oleh Desa

provinsi yang dilaksanakan oleh

desa

desa

Dinas PMD

SKPD.

B

P

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan
Desa

[Jumiah Kabupaten yang dibina
dan diawasi atas Penetapan
Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

kabupaten

56.304.000

kabupaten

56.304.000|

Dinas PMD

SkPD.

Pengawasan P

Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa

[sumlah BUMDesa yang Maju

buah

436.339.000

buah

436.339.000

SkPD.

1.01

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

sumiah desa yang difasilitasi
terkait penetapan dan penegasan
batas desa

desa

56.191.000

desa

56.191.000]

Dinas PMD

SKPD.

1.01

Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

sumiah desa yang difasilitasi
terkait pembinaan laporan kepala
desa

laporan

laporan

Dinas PMD

SKPD.

|sumlah kabupatenyang difasilitasi

Fasilitasi i mengenai
di Kabupaten/Kota

jan
informasi mengenai
pemerintahan desa

kabupaten

kabupaten

Dinas PMD

SKkPD.

101

Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1umlah desa yang difasilitasi
beran 8PD dalam
penyelenggaraan pemerintahan
desa

desa

desa

Dinas PMD

SKPD.

101

3

Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa

1umiah desa yang difasilitasi
terkait pengembangan inovasi
desa

desa

desa

Dinas PMD

SKPD.

101

Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa

1umlah desa yang difasilitasi
terkait pekan inovasi
perkembangan desa

desa

desa

SKkPD.

Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di
Kabupaten/Kota

sumlah kabupaten yang difasilitasi
terkait penetapan kewenangan
desa

desa

desa

Dinas PMD

Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Lingkungan




sumlah lembaga adat di desa yang

13 [ 05 | 101 | o1 " 0 oen |w 291106500 10 bun |w 201106500 Dinas PO sken
apasitas dandiberdayakan
Fasilitasi Penataan, ilitasi
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (T, AW, PK, Posyandu, LPW, [terkalt penataan, pendayagunaan
1305|101 02 mh:’“" Voralatan /< ¢ " o pendayas 257 desa | Rp 807.700.000| 257 desa | Rp 807.700.000  Dinas PMD SKPD.
Hukum Adat kemasyarakatan desa/kelurahan
Jumiah lembaga kemasyarakatan
13|05 | 101 | 03 RW, PKK, Posyandu, LPM, Taruna), di desa yangterfasiltasi dalam 40 buah Rp 450.167.300 | 40 buah Rp. 450.167.300 Dinas PMD SKPD
oese/ peningeatan kapasitos dan
diberdayakan
Fasilitasi
13 ] 0s | 101 | oa ::’"l'::{irikiu:\Des:/KelurihianT.KW,PKK,Posyandu,l.PM,dan sarana dan prasarana o P | o desa | o | oinesemo SkpD.
Adat kemasyarakatan desa/kelurahan
|Jumlah peningkatan desa yang
Fasilitasi i lembaga
. 101 |embaga adatnya melaksanakan " 193512, § 193512, Dinas PD eo
3 | 05 0 05 Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ler .bilild‘vl elaksanaka 50 desa P 93.512.000 50 desa P 193.512.000 as. Sk
egitan ekonom produktifdan
peamberdaysan
|Jumlah desa yang difasilitasi
13| 05 | 1.01 | 06 [Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna vemenn&ahdesadilanj 40 buah Rp. 792.914.000 40 buah Rp. 792.914.000 Dinas PMD SKPD
pemanfastn TeknologiTepat
una
|Jumlah kabupaten/kota yang
13 05| 101 | 07 |asiiasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melaksanakan bulan bhakti o lebwaen/ g, E o tehEen g | oinasemo skeo
|gotong royong masyarakat ota
|Jumlah desa yang difasilitasi
13|05 | 101 | 08 Fasilitasi 10 desa. 206.126.800| 10 desa Ry 206.126.800 Dinas PMD SKPD
. Masyarakat Desa ketertiban, dan perlindungan Re 126 o 1126. i
masyaraiat desa
|Jumlah Tim Penggerak PKK yang.
13|05 | 101 | oo [P 13 buah Rp 405.016.900 13 buah | Rp. 405.016.900| Dinas PMD SKPD.

kesejahteraan keluarga




Meningkatka

n Nilai SAKIP Dinas PMD

Akuntabilitas Provinsi Kalsel 80 8 8 8 8
Kinerja SKPD

Meningkatny

a Indeks

Kepuasan Indeks Kepuasan

Terhadap Terhadap Layanan f0x 80z 80 80z f0x
Laganan Kesekretariatan

Kesekretariat

an

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rp 10.963.093 517

Penyusunin Dokumen Perencanaan Perangkat Dsersh | oeh dokumen perencanaan dokul e poomam dokul o ponoonom bl e momon| 2 ™| R mooooon| 5 ™| R seomuom|Dissemo| skPD
perangk.at daerah men men men men men
Jumlsh dakumen FiA-SKFO 4

Koaordinasi dan Penyuzunan Dokumen AKA-SKPD dan laporan hasilkoordinast lapor Fip lapor Fip lapor Fip lapora Fip 4Iap0ra Fip -|OingsPMO|  SKPD
penyusunan dokumen REA- an an an n
SHFD L




Unit

Indik ator Kinerja Tujuan, Kerja
Tujuan Sasaran Progiam, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasa_ran. Progtam, Rencana Kerja 2021 Rencana Kerja 2022 Rencana Kerja 2023 Rencana Kerja 2024 Rencana Kerja 2025 Rencana Kerja 2026 A EILIEAGED AT (RO Lokasi
Kegiatan dan Sub Renstra Perangkat Daerah | t Daerah
Kegiatan' Penangg
¥ unaiawab
Jumlzh dokumen perubahan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan REA- HKA'SKPP danlaporan hasi daoku daoku doku dakuy doku
SKED koordingsi penyusunan 1 men Fip 1 men Fip 1 men Fp 1 men Fip 4 men Fip -|Dinas PMO|  SKPD
dokumen perubahan RKA-
SKPD
T
Jumlah dokumen DP A-SKPD
Koordinssidan Penyusunan OP 4 SKFD denlzparan s Laordina: gtk gy 1 kg oy oA gy § By |minasFMD| - skFD
penyusunan dokumen DPA- men men men men men
SkPD
Jumlsh dokumen perubahan r
DP&-5KPD dan laparan hasil
Kaordinazi dan Penyuzunan Perubahan OPA-SKPO kaordinazi penyusunan 1 daku Fp 1 daku Fp 1 doku Fp 1 dok Fp 4 doku Fp -|Dinaz PMO|  SKPD
dakumen perubahan OF & men men men men men
SKPD
Jumlah laparan capaian kinerja
danikhtisar realizasi kinerja
Koqrdlna5| dlan Fl'el?yuslunan Laparan Capaian Kinerja dan SKPDldan.Iaporan hasil i lapar R wooonon| & lapar R sooongn| lapar Fp w0000 laparal R sooonng| s lapara R 500000000 Dines PMD| SKPD
lkhtizar Fiealisasi Kinerja kPO kardinasi penyusunan |aparan n n an n n
apaian kinerja dan ik htizar
tealisasi kinerja SKPO
Evalussi Kinerja Perangkat Daersh umlsh aporan evaluasikinerfs g ot g 120.047.936 o e oonomnn| 2 | mp soomonn| 2 P By moomonn| 5 0P| £20.047.8%| Dinas PMO|  SKPOD
perangk.at daerah an an an n n
Persentase tercapainga
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kegiatan administrasi 1002 Rp 6.730.000.000| 100 Rp 6.730.000.000 100 Rp 6.744.824.258( 100 Rp 6.744.824.258( 100 Rp 26.949.648.518
keuangan
. orang oran olang
Penyediaan Gaj dan Tunjangan A5 umzh orang yang menerima 3% dus| Fp 6500000000 3 gbu| Rp  ssonoonon| 3¢ bus|Fp 500000000 34 O mp  esonoononn| 15 U Re  25000000000|DinesPHD|  skPD
0aji dan tunjangan ASH N n N thulan bulan
umlsh dokumenhsi doku doku diku doku doku
Penyediaan Administrasi Pelakzanaan Tugas ASM penyediaan administrasi 1 men Fp 160.000.000) 12 men Fp Ta0.000.00m 12 men Fp 160.000.000) 12 men Fp 160.000.000) 42 men Fp E00.000.000( Dinas PMO( - SKPD
pelaksanaan tugas A5
Jumlah dokumen
Pelaksanaan Penatauzahazn dan PengujiantVerifikasi penatausahaan dan daku daku dakuy daku daku
Keuangan SKPD penquiiantuerifikasi keuangan r men Fip L men e e men Fe S men Fip 48 men Fip -{Pinas FHDY - SKPD
SkFD
Jumlah dokumen hazil
Koordinazi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD kaoordinasi dan pelaksanaan 1 i Fp 1 daku Fp 1 doku Fp 1 dok Fp 4 doku Fp -|Dinaz PMO|  SKPD
akuntansi SKPD men men men men men
T
Jumlh laporan keuangan akhit
Koordinazi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |tahun SKED dan laporan hasil ; lapar Fp sooooon] 1 lapar Fp soooon| 1 lapar Bp sezzes| 1 lapara Fe seanazms| 4 lapaora Fp saasss5e onas ol skPD
SKPD koordingsi penyusunan laporan an an an n n
keuangan akhir tahun SKPO




Unit

Indikator Kinerja Tujuan, Kerja
Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasa_lan. F T Rencana Kerja 2021 Rencana Kerja 2022 Rencana Kerja 2023 Rencana Kerja 2024 Rencana Kerja 2025 Rencana Kerja 2026 RondiTRinElialpad syLLRing Retanska Lokasi
Kegiatan dan Sub Renstra Perangkat Daerah | t Daerah
Kegiatan' Penangg
ungiavab
Jumlah dakumen bahan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerik.saan| tanggapan pemeriksaan dan 1 doku Fp 1 daku Fp 1 doku Fp 1 daku Fp 4 daku Fp -|Dinas PMO|  SKPD
) ] men men men men men
tindak lanjut pemerik.saan
Jumlzh laporan keyangan T
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulananftriwulanizemesteran lapor lapar lapor lapara lapora Ari
Eulanan Triwulan/Semesteran SEPD SKPD danlaporan koordinasi z | PR L L & | R & Re n | P DinasPMO|  SKFO
penyusunan laporan keuangan
L . .+ |Jumlzhdakumen pelaporan
Penigusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi dan andlisiz prognass redis s 1 daku R | doku Fp 1 daku R 1 doku R : doku R AinazPvo|  skeD
Anggaran men men men men men
anggaran
- - o Persentase tercapainga
Administrasi Barang Milik Daerah pada Legiatan administrasi 00x | Rp | 0% | Rp 50.000.000| 100 Rp  50.000.000( 100% | Rp  50.000.000| 100X | Rp  150.000.000
Perangkat Daerah -
barang milik daerah
Penigusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Millk Dagrab | Jumlsh rencana kebutuban daku doku daku doku doku .
SKFPD barang milik, daerah SkPO ! men Rp ! men Re ! men Fp ! men Fp * men Re -|QinezPHD) - SKFD
- Jumlzh dokumen pengamanan doku diku doku diku diku .
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD barang il daersh SKFD 1 men Fp 1 men Fp 1 men Rp 1 men Rp 4 men Fp -|Dinas PMO|  SKPD
T
Jumlzh Laparan Hazil
Pembinaan, Pengawazan, dan Pengendalian Barang Milk, | Pembinaan, Pengawasan, dan lapor lapar lapor lapara lapora .
Daetahpad SKFD Pengendalin Barang i 1 " Rp 1 n Fp 50000000 (1 n Fp 50.000.000( 1 . Fp G0o00.000( 4 " Fp 150.000.000( Dinas PRO| ~ SKPD
Dizersh pada SKPD
14
Jumlzh Laparan Rekonziliasi
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Earang Miik Daersh | dan Penyusunan Laporan lapor lapar lapor lapara lapora Ari
pads SKPO E:zrang Mk Dizersh pada f n Rp f i Fe f n Fp f n Fp * n Fe DinazPRID) - SKPD
SKPD
14
dumlah Laparin lapar lapar lapar lapara lapora
Penatauzahaan Barang Milk Daerah pada kPO Peniatauzshaan Barang Millk, P Fp poe Fp 1 P Fp e Fp 4 P Fp -|Dinzs PMDO|  SKPD
an an in fi N
Daersh pada SKPO
14
Jumlzh Dokumen Hasil
Pemantaatsn Earsng Wik Daersh SKPO Pemantaatan Earang bl p deklp g dekal g g kg p Gk g doka) g |oinasPrn|  skPo
men men men men men
Daerah SKFD
Administrasi Kepegawaian pada Perangkat [P s (I
Daerah administrasi 1003 Rp  80.000.000( 100 Rp 80.000.000( 100 Rp 80000000 100x | Rp  g0.000.000| 100 Rp  320.000.000
kepegavaian
dumizh Paket Paksian i k 4
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atriout Kelengkapannya | oo #xaian Uinas 80 paket| Rp soooone| 80 P Rp 0000000 | 80 paket| Fp 30000000| 20 paket| Rp 30000000| 320 paket | Rp 120.000000|DinzsPMD|  5KPD
Besetta Atribut Kelengkapan t
14
Jumlah Dokumen Pendataan doku doku doku doku doku
Pendatazn dan Pengolzhan Administrasi Kepegawaian dan Pengolzhan Administrasi 1 Fp 1 Fp 1 Fp 1 Fp 4 Fp -|Dinzs PMO|  SKPD
Kepegansian men men men MEn men




Unit

Indikator Kinerja Tujuan, Kerja
Tujuan Sazaran Program, Keqgiatan dan Sub Kegiatan Sasa_lan, (e, Rencana Kerja 2021 Rencana Kerja 2022 Rencana Kerja 2023 Rencana Kerja 2024 Rencana Kerja 2025 Rencana Kerja 2026 BT | (Farnsfe Lokasi
Kegiatan dan Sub Renstra Perangkat Daerah | t Daerah
Kegiatan® Penangg
- unaiawab
oumlzh Dokumen doku dokul doku doky doku
Koordinasi dan Pelaksanazn Sistem Informazi Kepegawaian | Koordinasi dan Pelskzanaan 1 Fp 1 Fp 1 Fp 1 Fp 4 Fp -|Dinaz PMO| - SKPD
) . ) men men men men men
Sigtem Informiasi Kepegawaian
T
Jumlah Dokumen Manitaring,
Monitaring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaizn Kinerja 1 doku Fp 1 doku Fp 1 doku Fp 1 doku Fp 4d0ku Fp - Dinas PMD(  SKPD
) men men men men men
Peqawa
14
" ; Jumlzh kegiatan pendidik.an
E::d:‘ka“d"" Peltihan Pegavai Berdasarkan Tugas dan |- tivan peganal 3 orang| Ap saoooon0| 20 “Rp 60000000 | 3 orang| Rp 50000000 | 34 orang | Rp 50000000 | 122 arang| A 200000000|DinasPMD|  SKPD
¢ berdasark an tugas dan fungsi g
14
Jumlah Orang yang Mengikuti o
Siosializasi Peraturan Perundang-Undangan Soializasi Peraturan 3 orang| Rp i Fp M orang| Rp M orang| Rp 136 orang | Rp - Dinas PMO[  SKPD
Perundang-Undangan g
T
Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Tekniz Implementasi Peraturan Perundang- BlmblnganTleknls 34 aang| Fp L Fp 3 arang| Fip 34 aqung| Fp % crang| Fp AonasPn|  skPn
Undangan Implementasi Peraturan q
Penundang-Undangan
Persentase tercapainga
Administrasi Umum Perangkat Daerah kegiatan administrasi 100z Rp 1.200.000.000 100% Rp 1.324.597.457| 100 Rp 1304597457 100x Rp 1428275258 100 Rp 5.257.470.172
umum perangkat daerah
T
Jumlah Paket kompanen
Penyscisan Komponen nstalsiLstikiPznerangan IstalasiListik Penerangan 12 paket| Fp oo PN R zmooom| 2 paket| Fp 20000000 12 pket| Fp 20000000 43 paket | Fip $0.000000| Dingz PMO| 3KPD
Bangunzn Kantar E:angunan Kantar yang b
Dizediakan
14
Jumlah Paket Peralatan dan e
Penyediaan Peralatan dan Perlengk.apan Kantor Perlengk.apan Kantar yang 12 paket| Rp R.000.000) 12 pt Fp 000000001 12 paket| Rp 40.000.000) 12 paket [ Rp B0.000000 43 paket| Rp $30.000.000| Dinas PMO|  SKPD
Dizediakan
14
. . Jumlah Paket Biahan Logistik pake .
Penyediaan Bahan Logistik. Kantor " 12 paket| Rp 330.000.000 12 Fp 3300000000 12 paket| Fp 330.000.000) 12 paket | Fp 330000000 48 paket| Fp 1320000000\ Dinas PMD|  SKPD
Kantor yang Disedizkan t
4
Jumlah Paket Barang Cetak.an s
Penyediazn Biarang Cetak.an dan Penggandaan dan Penggandaan yang 12 paket| Rp 20000000 | 12 pt Fp 200000001, 12 paket| Rp 20000000 | 12 paket | Rp 20000000 | 48 paket| Rp $0.000.000) Dinas PMD|  SKPD
Dizediakan




Sasaran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program,
Kegiatan dan Sub
Kegiatan'

=]
o
=2

Rencana Kerja 2023

Hencana Kerja 2024

Rencana Kerja 2025

Rencana Kerja 2026

Kondisi Kinerja pada Akhir
Renstra Perangkat Daerah

Unit
Kerja
Perangka
t Daerah
Penangg

Lokasi

Penyediaan Bahan Eacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

Jumlzh Dokumen Bahan
Eacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

doky

Fp

10,000,000

doku

=1

Fp 10,000,000

doky

Fp 10,000,000

doky
men

Fip

40,000,000

Dinas PMO

SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlzh Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

lapor
an

Fp

lapar
an

Fp 20,000,000

lapar
an

Fp 10,000,000

lapara

Fip

40,000,000

Dinas PMO

SKPD

Penyelenggaraan Fapat Koordinasi dan Konsulaszi SKPO

Jumlzh Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinazi dan Konsultasi
SKFD

lapar
an

Fp

750.000.000

lapor
an

Fp 804 537 457

lapar
an

Fp 04597 457

lapora
n

Fp

4 lapara

n

Fp

3287470072

Dinaz FMD

SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumnlzh Dokumen
Penatausahazn Arsip Dinamis
padaSKPD

doky

Fp

20,000,000/

dokuy

Fp 20,000,000

doky

Fp 20,000,000

doky
men

doky
men

Fip

0,000,000

Dinas PMO

SKPD

Cukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektranik pada SKPD

Jumlzh Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbaziz
Elektranik pada SKPD

Fp

Fp

Fp

doku

Fp

Fp

-|Dinaz FMD

SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Persentase tereapainya
kegiatan pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

ooz

Rp

310.000.000

1003

Rp 460.000.000

100z

Rp  360.000.000

1003

Rp

100z

Rp

1.490.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Qinas
Operazional atau Lapangan
yang Dizediak.an

4 unit

200.000.000

4 unit

Fp 200,000.000

4 unit

Fp 200.000.000

-

uniit

Fp

L4

16 unit

Fp

&00.000.000

Dinaz FMD

SKPD

Pengadaan Mebel

Jurnlah Pak.et Mebel yang
Disediakan

3 paket

50,000,000/

pake
i

Fp 200,000,000

1 paket

Fp 100,000,000

paket

L4
& paket

Fip

450,000,000

Dinas PMO

SKPD

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
IMezin Lainnya yang Dizediakan

B0 unit

0,000,000/

B0 unit

Fp E0.000.000

80 wnit

Fp E0.000.000)

B0 unit

L4

200 unit

Fip

240,000,000

Dinas PMO

SKPD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jurnlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kanbor atau
Eangunan Lainnya yang
Disediakan

1 unit

1 unit

1 unit

unit

Fp

4 unit

Fip

-|Dinas FMD)

SKPD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediak.an

1 unit

unit

unit

uniit

Fp

1 unit

-| Dinaz FMD

SKPD




Unit

Indikator Kinerja Tujuan, Kerja
. . . Sagaran, Program, . . . . . Kondisi Kinerja pada Akhir |Perangka .
Tujuan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan q 1] Rencana Kerja 2022 Rencana Kerja 2023 Rencana Kerja 2024 Rencana Kerja 2025 Rencana Kerja 2026 Lokasi
Kegiatan dan Sub Renstra Perangkat Daerah | t Daerah
Kegiatan® Penangg
undiawab
Persentase tercapainga
fagavedizanblas dheminang Lizan e L D 100x | Rp 990.000.000| 100 | Rp 1.020.000.000) 100% | Rp 990.000.000) 100x | Rp 990.000.000) 108 | Rp 3.390.000.000
Pemerintahan Daerah PENUN{ang Urusan
pemerintahan daerah
L
Penyediaan Jasa Surat Menyurat dumlzhL aporanPenyediaan lapor| g gl g 20000000 1 bun| Rp oo 1 9 gy wnoooaon| 4 | gy 40.000000|Dinas PMD|  SKFD
Jasa Surat Mengurat an an n n
T
Jumlzh Laparan Penyediaan
Perydisan Jisa Komunikas Sumber Daya fi dan L, | 253 Komunikasi Sumber o e aomuon| 2 R aoomaoo| 1 bl Rp oomoo| 2 | Ry moomaon| %\ Ry snoooom|DinssPmD|  skPD
Diaya Air dan Listrik yang i o n n
Disediakan
L
Jumlzh Laparan Penyediaan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dasa Peraltan dn 1 e gl g 0000000 1 bun| Rp g leora g ) 30.000000|Dinas PMD|  SKFD
Perlengk.apan Kantor yang an an n n
Digedizk.an
L
Jumlzh Laparan Penyediaan Japar Japor lapers Japers
Periyedizan Jaza Pelayanan Umum Kantar Jaza Pelayanan Umum Kantor 1 apn Fp TE0.000.000) 1 zn Fp TEOOO0000| 1 bulan| Rp TEO000.000| 1 Pn Fp TEO0O0.O00) 4 Pn Fp 3.000.000,000| Dinas PMD| - SKPD
yang Digediak.an
Persentaze pemeliharaan
R ek en s an ol aerabiEenuian g Earan e (ki el 100% | Rp 860.000.000 100% | Rp 860000000 100x | Rp 860.000.000| 100 | Rp 8G0.000.000| 100 | Rp 3.440.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah PENUR{aNg UrUEan
pemerintahan daerah
L
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya JDT:::wE;:ﬁ:{:SEEIZ:San
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan perasion. pang 2 it | Rp BO0000.0000 21 unit | Rp BO00000OO) 2t unit | Rp BO0.000.0001 21 unit | Fp 00000000 84 unit | Fp 2.000.000.000(Dinas PMO[  SKPD
N N yang Dipelitara dan Cibayarkan
Dinaz Operasional atau Lapangan i N
Fajak dan Perizinannya
L
Pemeliharaan Mebel Jurmilzh Mebel yang Dipeliara 2 it | Rp 300000001 12 unit | Fp 00000000 12 unit | Rp 300000000 12 unit | Rp 300000000 48 unit [ Fp 120.000.000{ Dinas PMD|  SKPD
L
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya durrlzh Perdatan dan bezi B5 it | Fp  GOOOLODO| 165 unit|Rp  ©0000OMO) ®5  wik [ Rp  0ODDOD| €5 wnk | Rp 10000000\ 680 wnt | Fp  520000000(DinssPMD| SKPD
Lainnya yang Dipelibara
L
" _— Jumlzh Gedung Kantor dan
f:i;f"a"a’““'Hehab""as'Ged””gKa“w’da“83”9”“3“ Bangunan Lainnya yang 3ot | Rp 200000000 3 wwk|Fp 200000000 3 wnk | Fp  200000000| 3wk | Rp 200000000 12 wnit | Fp 00.000.000|DinssPMO| SKROD
! Diipelitiar afDirehabilitasi
Jumnlzh Sarana dan Prazarana T
PemellharaaniF(ehahlIltas.lSaranadanPrasaranaGedung ngungKanloratauBangunan 3wt | Rp 3 uit| Ry 3wt | Fp 13w | 2wt | R loinasevo| ke
K.antar atau Bangunan Lainnya Lainnya yang
DipeliharafCirehabilitasi




Unit
Indikator Kinerja Tujuan, Kerja
. _ - Sasaran, Program, - - - . . - Kondisi Kinerja pada Akhir |Perangka -
Tujuan Bazaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan A Rencana Kerja 2021 Rencana Kerja 2022 Rencana Kerja 2023 Rencana Kerja 2024 Rencana Kerja 2025 Rencana Kerja 2026 Lokasi
Keqgiatan dan Sub Renstra Perangkat Daerah | t Daerah
Kegiatan® Penangg
unaiawab
Meningkatka
;:tl::::an Indeks Ketahanan Sosial 0.78 0.79 0.81 0,83 0.83
Sosial
PROGRAM PENATAAN DESA Indeks Ketahanan Sosial 078 (Rp 160.529.610| 073 Rp  168.655.619 0.8 Rp 164776539 033 Rp 166.656.640 | 083 | Rp  GG0.615.408
Jumlah desa dengan
Penyelenggaraan Penataan Desa indeks ketahanan sosial 40 desa | Bp ~ 160.529.610 | 40 desa | Rp  168.655.619 | 40desa | Rp 164.776.539 | 40 desa | Rp 166.656.640 | 160 desa | Rp  6E0.618.408
yang meningkat
Jumilah dokumen hasil
identifik asi, inventaris.asi dan
Identifikasi, Inventarisazi dan Fasilitasi Penataan Kesstuan - [Fasilitasi penataan kezatuan doku dokul doku doku doku
Masyarakat Hukum Adat dan Diesa Adat yang menjadi mazyarakat hukum adst dan 1 men Fp |1 men Fp |01 men Fp |1 men Fp | 4 men Fp -|Dinzs PMO| 13 Kabfota
kewenangan Provinsi desa adat yang menjadi
kesenangan provinsi yang
dilzksanakan
Jumlah dokumen hasil Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat kelembagaan desa dan desa 1 doku Fp A1 doku Fp A4t doku Fp 41 doku Rp A4 doku Fp -|Dinas PMO] 13 Kabikota
adat men men men men men
- Jumilah dokumen hasil Fazilicasi
E‘:ss'!‘as' Kabupatendkiota dan Desa dalam rangka Penataan | . 1 teota dan desa 4 ‘::: Fip 15052960 ¢ d;:‘: Fip [T dnf:;' Fip 14776539 ¢ d;:: Fo  GEESGEM| dr::: Fip GR0515.408 | Dinas PMO| 13 Kabiata
dalamrangk.a penataan desa
Ezzu:{il;a;;;snalrana den Gatan Pelaganan Pemerntzhan ::ra’;‘:';:;a:::::n‘:::;";‘:';: z it | Fp |2 wit|Fe {2 | Fe {2 it | | & it | Fp -|Dinas FMD| f3Kabiota
Meningkatka
n Indeks Indeks K_etahanan 0.61 0,62 0,64 0,65 0,65
Ketahanan Ekonomi
Ekonomi
Indeks Ketahanan
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Ekonomi 0,61 Rp 8379.871948| 082 Rp $.837.190.066 0.64 Rp 1.365.054.695 | 0,65 Rp 1.380.629.969 | 0.6% Rp 20,022 746.678
Jumlah desa dengan
Fazilitasi Kerja S5ama Antar Desa Indeks Ketahanan 40 desa | Rp 8.379.871948 | 40 desa | Rp $.897190.066 | 40desa | Rp 1.365.054.695 | 40 desa | Rp 1.380.629.969 | 200 desa | Rp $.300.000.000
Ekonomi yang meningkat
Jumlah dokumen kerja zama doku dokul doku doku doku
Fasilitasi Kerja $ama antar DesaLintas KabupatenfKata antar desa fintas 1 Fp 3000000000 1 Fp 0000.000( 1 Fp 200.000000) 1 Rp 360000000 4 Fp 1:200.000.000( Dinaz PMO) 12 Kablkota
kabuparenikata men men men men men
FasiitasiKerja Gama Desa dengan Phak Ketigs Aumlah dokumen kerjasama R e oo | 1 ®™M R momomm| 1 R wmmesss| 1 ©™ R sosms| ¢ MR iementsss|Dinas D] BKabKons
yang dilaksanak.an men men men men men
Jumlah dokumen hasil Fasilitasi doku dokul doku doku doku
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan pembangunan kawasan b Fp THIAATINE) 9 Fp ER:EEAEIRU B Fp E00.000.000) 9 Fp EG0.000.000( 36 Fp 16.777.062 004 | Dinas BMO) 12 Kabfkota
petdesan men men men men men




Unit

Indikator Kinerja Tujuan, Kerja
Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasa_lan_ IFIETET, Rencana Kerja 2021 Rencana Kerja 2022 Rencana Kerja 2023 Rencana Kerja 2024 Rencana Kerja 2025 Rencana Kerja 2026 (e AR AL e Lokasi
Kegiatan dan Sub Renstra Perangkat Daerah | t Daerah
Kegiatan® Penangg
n“:::::s:ath Indeks Kepuasan
Pelayanan Pemerintahan 62 (13 113 68 68
Kepuazan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Ineks Kepuasan
Pelayanan Pemerintahan 62 Rp 2.133.600.023 64 Rp 2.241602.862 1] Rp 2.190.045.936 68 Rp 2:215.03¢.421 68 Rp 8.780.283.308
DESA Desa
Jumlah desa dengan
(MG [EECRsED 40 desa 40 desa 40 desa 40 desa 160 desa
Pelayanan Pemerintahan
Desa
Jumlah Badan Usaha
Milik Desa (EUMDes) 20 desa 20 desa 20 desa 20 desa 80 desa
Berkembang
Pembi dan P Penyel Jumlah Badan Usaha
embinaan Can Fengauasan "enyelenggaraan | iy nes; (BUMDes) Sdesa | Rp 2133600029 | Sdesa | Rp 2241602862 | 5desa | Rp 2190.045.996 | Sdesa | Rp 2215034421 20desa | Rp 780283308
Adminizstrasi Pemerintahan Desa Maiu
Jumlah Badan Usaha
:glll.::innt;z::;lsama 10 desa 10 desa 10 desa 10 desa 40 desa
berkembang
Jumlah Badan Usaha
Milik Desa Bersama 1desa 1desa 1desa 1desa 4 desa
[BUMDesma) Maju
Jumlzh dokumen hasil Fazilitasi
I penyusunan peraturan dasrah
Failitazi Penyusunan F’e.raturan Diaerah Kabupatenitota Kabupatenikota dan Peraturan | doku Rp 1 doku Rp 1 doku Fp 13 doky Rp 1 s doku R | Cinas PMD| Kbkt
dan Peraturan Bupatifwali kota yang Mengatur Desa y men men men men men
Bupatifalikota yang mengatur
desa
dumish dokumen hasl doku doku doku dku doku
Pembinaan Mansjemen Pemerintahan Desa pembinasn manajemen 1 Fp 100.000.000( 1 Fp fo0.ooo.000f 1 Rp 100.000.000( 1 Fp 00.000.000( 4 Fp 400.000.000) Dinas PO 13 Kabfats
. men men men men men
pemerintaban desa
F asilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dumizh dokumen produk g dokul e voooooon| 1 O s omonon| 1 M| g ooomone| 1 Y Ry oooooom| | 400.000.000] Dinas PMO| 13 Kabiats
hukum desa yang ditetapk.an men men MEn men men
Jumlzh dokumen hasil Fasilitasi
Fasilitai Penyuzsunan, Perencanaan, Pelak.sanaan dan PENYUSUNAN, PeIEncanaan, | doku Rp 1 doku Rp 1 doku Fp 13 doku Rp 1 s dokuy R | Cinas PMD| Kbkt
Pengawazan Pembangunan Oesa pelaksanaan dan pengawazan men men men men men
pembangunan desa
umish dokumen hasl doku doku doku dku doku
Fazilitasi Pengelolazn Keoangan Desa terlak.zananya Fagilicasi 3 Fp 000000000 3 Fp onooooool 3 Rp 100.000.000| 3 Fp 00.000.000( 12 Fp 400.000.000) Dinas PO 13 Kabfats
men men men men men
pengelalaan keuangan desa
F asilitasi Pengelolaan fset Desa umlah dokumen hasi fasltast g dokut g noooooon| 3 O B mmonesm| 2 M| g oesseer| 3 | g measan| v N gy 435:393.192| Dinds PMO| 13 Kabfiata
pengelolaan aset desa men men men men men




Unit

Indikator Kinerja Tujuan, Kerja
Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasa_ran, IHFEEENT, Rencana Kerja 2021 Rencana Kerja 2022 Rencana Kerja 2023 Rencana Kerja 2024 Rencana Kerja 2025 Rencana Kerja 2026 Gt peth BT ||Rae e Lokasi
Kegiatan dan Sub Renstra Perangkat Daerah | t Daerah
Kegiatan' Penangg
" " . Jurmlah arang yang mengkuti
Ezsi'ﬁe:m"'ha“' Penganghatan danPemberbentian | i pengangkatan dan 150 crang| Fip nooonoon| w0 | Rp 130000000| 150 orang| Fip 130000000 | 150 orang| Rp 130000000 | 800 crang | Rp 520000000 | Dinas FMO| 13 KabiKata
P permberkientian kepala desa !
F asilitazi Evaluazi Perkembangan Desa zerta Lomba Desa dumleh dokumen hasi exaluzsi doku doku doku doku doku
9 perkembangan desa serta 4 Fp 400.000.000 4 Fp A00.000.000( 4 Fp 400.000.000| 4 Rp 400.000.000) 18 Fp 1800.000.000) Dinas PMO| 13 KabfKota
dan Kelurahan men men men men men
lomba deza dan kelurahan
Jumlah dokumen hasi fasilitasi doku dokul doku doku doku
F asilitazi Pelakzanaan Profil Desa dan Kelurshan pelak=anaan profil desa dan 1 Fp 0.000.000( 1 Fip fG0.0o0.000f 1 Fip 160.000.000| 1 Fp 50.000000) 4 Fip E00.000.000) Dinas PMO| 13 kKabfKiota
Lelurshan men men men men men
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dumizh apar.a.tur pemerintah G0 orang| Rp | s o Rp -| B0 orang| Rp -| 60 orang| Rp -| 200 orang| Rp -| Dinas PMO] 13 KabiKata
dezayang dibina q
Jumlah orang yang mengikuti y
Pembinaan Peningk.2tan Kapasitas Anggots BPO pembinaan peningk.atan 49 orang| Fp 00.000.000( 88 Fip 00.000.0004 8% orang| Fp 00.000.000| %3 orang| Rp 100.000.000) 352 orang | Fp 400.000.000) Dinas PMO| 13 kabfKiota
kapasitas anggota BPO 3
Jumlah dokumen hasi
Pemtinazn Pereepatan Pembangunan Deca melshi p:;:?:aunn?a:;:z:t;lla\ui doku doky doku doku daoku
Eantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan P H z Fp o0.000.000( 2 Fp oeaoeoa 2 Fp 00.000.000| 2 Fip 100.000000 8 Rp 400.000.000) Dinas PMO) 13 KabiKata
Teknis bantuan keuangan, bantuan Mmen men men men men
pendampingan dan bantuan
tekniz
Jumlah dokumen hasi
Pelzksanaan Penugasan Urusant igan Pravinsi yang | p tk daoku R daku R daku R daku : daku 1
Dilaksanakan oleh Desa provingi yang dilak.sanakan ! men Fip ! men Fip ! men Fip ! men Fip * men Fip Dinas PO 3k abiKota
oleh desa
Jumlah dokumen hazi
Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan ::;:m:i:tnad:: f::f::a::n doku dokul doku doku doku
Linggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupatenfkota P P 2 3 Fp 00.000.000f 3 Fip 00.000.000( 3 Fip 00.000.000| 3 Fp 000000001 12 Fip 400.000.000) Dinas PMO| 13 k.abfKiota
) anggaran pendapatan dan men men men men men
dalam Pembiayaan Desa X
belanja daersh kabupatentkita
dzlam pembiayaan desa
Jumlah dokumen hazi
. pembinaan dan pengawasan
Pembinan dan Pengawasan Penetapan PengaturanBUM | e BUM R e oo 1 PR smooomon| 1 R wsosoono| 1 ™| R soom| | Rp 1a00000000] Dinss PMD| fkablata
DesakabupatendKota dan Lembaga Kerjazama antar Desa men men men men men
Dezakabupatenthota dan
lembaga kerja zama antar deza
dumlah dofumen hasi doku doku doku doku doku
Fazilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa penetapan dan penegazan 1 Fp 00.000.000( 1 Fp o0.000.000( 1 Fp 100.000.000( 1 Fp 00.000000( 4 Fp 400.000.000) Dinas PMO) 13 KabKata
hatas deza men men men men men
F asilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlalh dokumen hasi 1 doku Rp -1 doku Rp -t doku Rp -1 doku Rp -4 dcku Fip -| Dinas PIO| 13 KabfKiota
pembinaan laporan kepala desa men men men men men
Jumlah dokumen hasi fasilitasi
FaSI|Ila.S\ Pencatatan !Jata dan Informasi mengenai pencatataln data fﬁan informasi ‘ i doku Rp  103.600.029| 1 doku Rp 102.600.029) 1 doku Rp  103.600.029) 1 doku Rp 102600.028| 4 doku R 1440018 Dinas D K ablkots
Pemerintahan Oeza di Kabupatenfkiota mengenal pemerintahan desa di men men men men men
kabupatenfkota




Unit

Indikator Kinerja Tujuan, Kerja
_ . Sasaran. Program, - - - - Kondisi Kinerja pada Akhir | Perangka .
Sazaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub 1] Rencana Kerja 2023 Rencana Kerja 2024 Rencana Kerja 2025 Rencana Kerja 2026 Renstra Perangkat Daerah | t Daerah Lokasi
Kegiatan' Penangg
Jumiah dokumen hazil Fasilitasi
Fazilitazi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | peran BPD dalam ) i doku Rp i daoku Rp 1 daky Rp 11 daku Rp ' doku Fp | binas PO 5K abikota
Deza penyelengaaraan pemerintahan men men men men men
desa
F asilitasi Pengembangan Inovasi Desa :::gz'r‘nﬂz‘;gm;:::k”ka" 0 desa| Rp  100.000.000 10 dess| Rp 150.000.000| 10 dess| Rp 150.000.000( 10 desa| Rp  150.000.000 #0 dess | Rp 550.000.000| Dinas PO 13K abiketa
shamizhlspern hasi lapar lapar lapar lapara lapara
Fazilitazi Pek.an Inovasi Perkembangan Deza pelak.anaan pekan inovasi 1 gn Rp 1 gn Rp -1 apn Rp -1 pn Rp 4 pn Fp -| Dinaz PMO] 13 KabiKota
perkembangan desa
Jumilah dokumen hasil Fasilitasi
Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di | penetapan kewelnangan deza i doku Rp i daku Rp 4o doku Rp g diku Rp f dakuy P | Dinas PMO| K ablkota
Fabupatenfkota dan desa adat di men men men men men
kabupatentkiota
Meningkatka
n Indeks Ilfdels Ketahanan 077 0,78 0,79 0,80 0,80
Ketahanan Lingkungan
Lingkungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Indeks Ketahanan
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN Lingkungan 0.77 | Rp 3.240.173.282| 0.78 Rp 3.391.484.354 0.79 Rp 7.123.780.702 | 0.80 | Rp 7.205.063.040 | 020 | Rp 20.960.501.57¢
MASYARAKAT HUKUM ADAT gy
Pemberdagaan Lembaga Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Jumlah desa dengan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinzi serta indeks ketahanan
_ 40 desa | Rp 3.240.173.282 | 40 desa | Rp 3.391484.354 | 40desa | Rp 7.123.780.702 | 40 desa | Rp 7.205.063.040 | 160 desa | Rp 20.960.501.878
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang lingkungan yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama |(meningkat
Berada di Lintas Daerah KabupateniKota
hamizh dokumen hasi doku doku doku dioku diku
Identifikasi dan Inventaris.asi Mazyarak.at Hukum Adat identifik zsi daninventarisasi 1 Fp 200000000 1 Fp 200,000,000 Fp 400,000,000 Fp 4000000001 2 Fp 1.200.000.000) Dinas PMD] 12KabfKota
men men men men men
mazyarakat hukum adat
Jumlah dokumen hazil
penataan, pemberdayaan dan
Fazilitazi Penataan, Pemberd dan Pend pend kelemb
Kelemb Lembaga Kemasyarakatan Dezalkelurahan | lembaga kemasyarakatan doku doku doku daku fok
[RT. R, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), desafkelurahan z men Rp JeaoodngE (2 men Fp 400,000,000 men Rp BETE0T02 men Fp S0B0EI040 4 men Fp 2.457.847.824| Dinas PMD| 2 KabfKota
Lembaga Adat Oesafkelurahan dan Mazsyarak.at Hukum [RT.AW PEE PosyanduLFM
Adat dan Karang Tamna), lembaga
adat desatkelurzhan dan
mazyarakat hukum adat
Jumilzh lembaga
kemazyarakatan
. dezatkelurahan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Femasyarzkatan Desatkelurahan [RT, B, PKE Posyandy (RT.AW PRKPosgancul P lemb lemb lemb lembia lembra
4 « P, PR POSEnAL, dan Karang Tanna), lembaga 183 Fp 280000.000( 183 Fp 250.000.000 Fp 500,000,000 Fp 500.000.000| 366 Fp 1500.000.000| Dinas PMO| 13 KabiKara
LP1, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desafkelurahan 03 103 03 IE] LH

dan Masyarakat Hukum Adat

adat desatkelurahian dan
masyarakat hukum adat yang
ditingk.atkan kapasitas
kelembagaannya




Unit

Indikator Kinerja Tujuan, Kerja
. - - Sasaran, Program, - - . . - . Kondisi Kinerja pada Akhir | Perangka -
Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan B Rencana Kerja 2021 Rencana Kerja 2022 Rencana Kerja 2023 Rencana Kerja 2024 Rencana Kerja 2025 Rencana Kerja 2026 Lokasi
Kegiatan dan Sub Renstra Perangkat Daerah | t Daerah
Kegiatan' Penangg
unaiawab
Jumlzh zarana dan prasarana
kelembagaan lembaga
Fasilitasi Penyediazn Sarana dan Prasarans Kelembagaan | kemasyarak.atan
:;90";;’:EJUKEg::g:a':'E:f:n'j?aft';i']“"f:‘;';g;f;ﬁ PHE, f';im!g;;}“osyan LM 3wt | Rp -l 3 wi|Rp - it | Rp  300.000.000 wit | Rp 300000000 & uit | Rp {00.000.000| Dinas PMD| 13 Kabikiota
Dezafielurahan dan Mazyarak.at Hukum &dat dan Karang Taruna), lembaga
adat desatkelurahan dan
masyarakat hukum adat
Jumlah dokumen hasil Fasilitasi
Fasilitasi Pengembangan Uzaha Ekonomi Masyarakat dan - | pengembangan usaha ehonomi doku doku daku daku doku
Pemerintah Oesa dalam Meningk.atk.an Pendapatan Azl masyarakat dan pemerintah 1 men Fp 160.000.000 1 men Fp fE0.000.000 men Fp 400,000.000( 1 men Fp 400000000 4 men Fp 1100.000.000{ Dinaz FMO| 13 Kabiota
Desa deza dzlam meningkatk.an
pendapatan 2zl desa
Jumlah dokumen hasil Fasilitasi
Fasilitasi Pemerintsh Desa dalam Pemanfaatan Teknologi | pemerintzh desa dalam. i lapar B seaoonno| 1 |apar B 250,000,000 lapar Fe SO0000000 lapora B L lapara Fe 2 100.000.000| Dinas PMD| 12 K sbikots
Tepat Guna pemanfaatan Teknologi Tepat an n in n n
Guna
Jurmlzh lapaoran basil Fazilitasi laper lapor laper lapora lapera
Fasilitasi Bulan Bhakti Gatong Royang Mazyarak st bhakti gatong rayang 1 n Rp -1 an Rp - n Rp 400.000.000 N Fp #00.000.000( 2 Fip $00.000.000( Dinas PO 13 Kabiata
mazlarakat
Jumlah dokumen hasil fasilitasi
Fasi.htasw Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan penge!enggaraan kgtentlaman. i doky B sonoonoo| 1 doku B 200,000,000 daoku Fe 00000000 doku B sonooognl 2 doku Fe 1200000000| Dinas PMD| 12 K sbikiots
Perlindungan Masyarakat Desa ketertiban, dan perlindungan men meEn men men men
masyarakat desa
Jumnlzh laporan basil Fazilitazi
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan tim penggerak PEK dalam Japor I dok dok dok
Gerakan Pemberdayaan Masyarskat dan Kesejabtersan | penyelenggaraan gersk.an P R rzesssono| 28 U Rp toenszenng M Ep 1500000000 N Ee isonaonnon| 56 ST Rp 5487642000 Dinas PMD| 13 Kabikata
an an men men men
Kelarga pemberdayaan masyarak.at dan
kezejahteraan keluarga
Jumlzh keluargayang
mengik.uti peningk.atan
Peningk.atan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja | kesadaran keluallga dalam 123 kelua B smamen| 23 kelu B 4143254 kelua Fe B00.000.000 keluar B snngonon| 24 keluar Fe 214195054 | Dinas PMD] 13 K abikota
Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarak.at membangun kerja sama antar- Iga arga 1a ga LE]
keluarga, warga dan kelompok
masyarakat
Jumlah keluarga yang
mendgikuti peningk.atan
Peningk.atan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan kes;daran kelualg.aldalam
Pencitikan dan Keterampilan uniuk Mewjudkan Sumper | P-ringkatan pendidikan dan o P n e me MY R mmszen kelia) oo oooomooon| MMl R soooonon| 268 | R 272085.200| Dines P 13 Ksbikots
Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing keteralmpllan untuk g g 8 g s
mejudkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan
bierdaya saing




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
KALSEL

Dinas Pemberdayanaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan
sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi memiliki peran dalam pencapaian RPJMD
Provinsi Kalsel Tahun 2021 s/d 2026. Oleh karena itu perlu adanya kesesuaian antara
visi RPIMD dengan Renstra DPMD Provinsi Kalsel. Visi RPIMD Provinsi Kalsel
yakni Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan Sebagai
Gerbang Ibukota Negara yang dijabarkan dalam lima misi dimana DPMD
Provinsi Kalsel ikut ambil bagian dalam pencapaian kelima misi tersebut. Relasi
tersebut dijelaskan pada matriks berikut:

Tabel 7.1 Pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026

Indikator Kondisi Target Capaian Tahun Kondisi

Kinerja Kinerja | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | AKhir

Utama Awal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8)

Persentase

penurunan

0% 56% | 135% | 17% | 135% | 0% 0% 100%
status desa

tertinggal

Persentae
peningkatan
status desa 0,3% 15% | 21% | 26% | 3,1% | 3,7% | 42% | 4,2%
menjadi

mandiri

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel juga memiliki

capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:




Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPIJMD

Indikator

SPM/

Stan
dar

Nasio
nal

IKK

Realisasi
Capaian

Proyeksi

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Persentase
pengentasan
desa tertinggal

0

3%

13%

29%

41%

68%

100
%

0%

0%

Persentase
peningkatan
status desa
mandiri

11%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Jumlah desa
yang terfasilitasi
dalam
kerjasama antar
desa

44

94

144

194

244

294

344

394

Jumlah desa
yang melakukan
kerjasama
antardesa tahun
berjalan
dikurangi
jumlah desa
yang melakukan
kerjasama antar
desa tahun
sebelumnya

44

94

144

194

244

294

344

394

Jumlah lembaga
kemasyarakat
dan lembaga
adat di desa
yang terfasilitasi
dalam
peningkatan
kapasitas dan
diberdayakan

197

247

297

347

397

447

497

547

Jumlah
peningkatan
desa yang
lembaga
kemasyarakatan
dan lembaga
adatnya
melaksanakan
kegiatan
ekonomi
produktif dan
pemberdayaan

236

286

336

386

436

486

536

586




Tabel 7.3 Target Indikator Urusan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

No

Indikator

Target
Nasional
2022

Target
Nasional
2023

Targ
et
2021

Tar
get
2022

Tar
get
2023

Targ
et
2024

Tar
get
2025

Tar
get
2026

Jumlah Desa
Mandiri

3.944

5.444

28

38

47

57

58

59

Jumlah Badan
Usaha Milik
Desa (Bumdes)
Berkembang

7.500

9.000

552

652

752

852

952

1.05

Jumlah Desa
Berkembang

56.791

58.291

141

1.23

1.13

1.03

934

834

Jumlah Desa
Tertinggal

14.402

11.652

98

68

38

Jumlah
BUMDes
bersama
(Bumdesma)
Berkembang

270

10

15

20

25

30

Jumlah
aparatur/penguru
s kelembagaan
desa yang
memiliki
kompetensi
dalam tatakelola
pemdes

90

13.494

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Jumlah
Kabupaten/Kota
yang desanya
telah ditata
kelembagaan
desanya sesuai
standar

90

7.500

11

11

11

11

11

11

Jumlah
Kabupaten/Kota
yang desanya
telah ditata
sistem pelayanan
administrasi
kelembagaan
desa sesuai
standar

90

7.500

11

11

11

11

11

11




BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan
dimaksudkan untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan selama lima tahun
kedepan. Setiap tahunnya juga akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan
perubahan/revisi muatan Rencana Strategis termasuk indikator kinerja yang
dilaksanakan tanpa mengubah tujuan yang telah ditetapkan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan ini akan dapat diimplementasikan
dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak terkait serta
dukungan dana dan sarana yang cukup serta dukungan sumber daya manusia yang
memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas didayagunakan secara optimal

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

DAN DESA
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